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ABSTRAK 
 
Nisrina Atikah Hasdar (B111 13 586), Tinjauan Yuridis Hak Ekslusif Merek 
Pierre Cardin Terhadap Pelaksanaan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek 
Dan TRIPS Agreement (Studi Kasus Putusan No.557K/Pdt.Sus-hki/2015) 
yang dibimbing oleh Winner Sitorus dan Nurfaidah Said.  
 Suatu merek mirip atau similar terkait dengan konsep seperti pada 
salah satu doktrinal yang menyebut “a likelihood of confusion”. Faktor 
yang paling penting bahwa pemakaian merek yang memiliki “persamaan 
pada pokoknya” menimbulkan semacam persamaan yang 
membingungkan (a likelihood confusion) dan menganggu ketertiban 
umum. Berdasarkan uraian diatas, sengketa merek kasus putusan Nomor 
557K/Pdt.Sus-HKI/2015 sehingga  isu hukum penelitian ini adalah 
kedudukan perlindungan hukum pada merek terkenal terhadap 
pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhan pada jenis kelas yang sama. 
 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan terhadap 
merek terkenal merek dagang dan LOGO PIERRE CARDIN ditinjau dari 
perangkat normatif yaitu Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 dan TRIPs 
Agreement serta konsekuensi yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 
557K/Pdt.Sus-HKI/205 terhadap merek terkenal di Indonesia. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan 
peraturan perundang-undangan  dan konseptual. Penelitian ini menggunakan 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan hukum 
tersebut dianalasis secara kualitatif dan disajikan secara preskripsi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penetapan putusan pengadilan 
oleh majelis hakim telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu 
UU Merek No.15 Tahun 2001 tetapi aspek TRIPS Agreement  tapi belum 
diperhatikan seutuhnya, aspek keadilan dan kesejahteraan yang seharusnya 
mempertimbangan dampak ekonomi dan moril kerugian oleh pemakai atau 
pemilik nama terkenal tersebut.; 2) Konsekuensi yuridis dari putusan 
No.557K/Pdt.Sus-hki/2015 adalah merek terkenal yang masuk ke Indonesia 
haruslah mengikuti dengan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, 
meskipun secara subtantif telah terdaftar di beberapa negara dan mendapatkan 
keterkenalan merek secara global. 
Kata Kunci : Merek Terkenal, HKI, Pierre Cardin  
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ABSTRACT 
 
Nisrina Atikah Hasdar (B111 13 586) Juridical Review of 
the Exclusive rights to the brand Pierre Cardin Against the 
implementation of ACT No. 15 of 2001 about the brand and 
the TRIPS Agreement (case study of Ruling No. 557K/Rev. Sus-
hki/2015) Supervised by Winner Sitorus and Nurfaidah Said. 
 
 A similar or similar brand is related to a concept as in one 
doctrinal which calls "a likelihood of confusion". The most important factor 
that the use of a brand that has "equality in essence" creates a sort of 
confusing equation and disrupts public order. Based on the description 
above, the brand dispute of case of decision of No. 557K / Pdt.Sus-HKI / 
2015 so that the legal issue of this research is the legal protection position 
on the well-known brand of brand registration that has the same or 
substantial equation on the same class type. 
 
 The purpose of this research is to know the protection against 
well-known trademark and PIERRE CARDIN LOGO in terms of normative 
device that is Law Number 15 Year 2001 and TRIPs Agreement and 
Judicial Consequences Supreme Court Decision Number 557K / Pdt.Sus-
HKI / 205 against famous brand in Indonesia. The method used in this 
research is normative research with approach of legislation and 
conceptual. This study uses primary legal materials and secondary legal 
materials. Then the legal material is analyzed qualitatively and presented 
prescriptions. 
 
 The results of the research indicate that: 1) The decision of the 
court by the panel of judges has been in accordance with the applicable 
legislation, namely the Trademark Law No.15 of 2001 but the aspects of 
TRIPS Agreement but not yet fully considered, justice and welfare aspects 
that should consider the economic and moral impact of losses By the user 
or owner of the famous name; 2) The juridical consequence of the decision 
No.557K / Pdt.Sus-hki / 2015 is a well-known brand that enters into 
Indonesia must follow the Indonesian national legislation, although 
substantively has been registered in several countries and gained brand 
recognition globally. 
 
Keywords: Well Known marks, IPR, Pierre Cardin 
 
  
 
 
  
viii 
 
KATA PENGANTAR 
Bismillahirrahmanirrahim... 
 Puji Syukur yang sebesar-besarnya patutlah penulis panjatkan 
kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah nya lah sehingga 
penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini sebagai tugas akhir 
tingkat strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan 
selesainya hasil penelitian skripsi ini, maka penulis ingin mengucapkan 
terima kasih sekali lagi kepada Allah SWT Tuhan pemilik semesta alam, 
Sang Maha Pemilik Ilmu dari segala ilmu pengetahuan. Karena rahmat, 
hidayah dan tuntunanNya lah sehingga penulis tak henti-henti nya 
mengucap syukur atas semua Cinta yang diberikanNya. Nabi Muhammad 
SAW, Salam dan Shalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW 
tak hentinya diucapkan yang memberikan tauladan disetiap langkah 
kehidupan penulis, Semoga keteladanan dan kesucian akhlak beliau 
dapat menghampiri kepada setiap insan.  
 Terima kasih Kepada Kedua Orang Tua, Ayahanda Alm. 
Muhammad Hasdar Hasani Chatibe, S.H dan Ibunda Tercinta Darmiah 
Husain, S.H, M.kn, yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang 
serta doa yang tak pernah putus, semoga Allah SWT memberikan nikmat 
dan tempat terindahNya kepada kalian. Terkhusus kepada Ibunda, 
terimakasih telah mengajarkan arti sebuah perjuangan dan kebijaksanaan 
ix 
 
menghadapi hidup serta kesetiaan arti cinta yang hakiki kepada Almarhum 
Ayahanda sampai hari ini. 
 Terima kasih Keluarga besar Alm. Kakek H. Chasani Chatibe dan 
Almarhumah Nenek H. Nurhaedah Ibrahim, Alm. Kakek Husain Manra dan 
Alamarhumah Nenek Sitti Jurmiah (Om,Tante dan Sepupu) yang selalu 
mendukung baik materiil maupun immateriil.  
Dengan selesainya skripsi ini penulis juga mengucapkan terima kasih 
sebesar-besarnya kepada :  
1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin dan segenap jajaran wakil rektor. 
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
3. Dr. Winner Sitorus, S.H, M.H, LL.M selaku pembimbing I dan Dr. 
Nurfaidah Said, S.H, M.H, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa 
meluangkan waktu dan fikiran nya untuk berdiskusi dengan penulis. Serta 
kepada dewan penguji Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H, M.H, Dr. Sakka Pati, 
S.H, M.H dan Dr. Harustiati Moein, S.H, M.H yang memberikan masukan 
pada perbaikan skripsi penulis.  
x 
 
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang 
telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasihat, serta motivasi 
kepada penulis selama menempuh pendidikan Starata Satu (S1). 
5. Seluruh staf akademik, bagian kemahasiswaan, staf perpustakaan dan 
seluruh pegawai di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang 
senantiasa membantu penulis selama menempuh pendidikan.  
6. Kakanda A. Ryza Fardiansyah, S.H, Al Qadri Nur, S.H, M.H, Rizal 
Rustam, S.H, M.H, Moh. Yuda Sudawan S.H, M.H, Muhammad 
Firmansyah, S.H, M.H, Wiryawan Batara Kencana, S.H, Muh.Irwan, S.H, 
M.H, A. Aqmal Firdaus, S.H, Ali Rahman, S.H, M.H, Mariani Tamma, S.H, 
M.H, Ernawati, S.H, Andi Sulastri S.H, Ghina Mangala P, S.H. Terima 
kasih untuk segala ilmu dan pengetahuan yang telah dibagikan kepada 
penulis semoga keselamatan selalu menghampiri kalian.    
7. Kakanda A. Rinanti Batari, S.H, Elfira Iriani, Muh.Haedar Arbit, S.H, 
Budi Utomo, Nur Afiat Syamsul, Imam Munandar, Zulqiyam, Muh.Sahlan, 
Yoga Alexander Rosera, S.H A.Fatimah Syahra, Muh.Salman Al Farizi, 
Doddy Ilhanuddin, Ambar Sidik, Bulqis Latifah, S.H, Inggil Makrifah, S.H 
serta Annisa Reski, Muliani Ichwani, Muh. Soleh,S.H dan Valdi,S.H. Kalian 
mengajarkan bahwa keluarga bukan hanya hubungan biologis semata, 
tapi lebih dari itu semua. Terima kasih tawa, canda, dan kehangatan 
kalian sejak awal hingga akhir perkuliahan semoga terjaga hingga akhir 
hayat.   
xi 
 
8. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum 
Unhas. Semoga budaya berdiskusi dan berfikir kritis tetap terjaga di sudut 
ruang-ruang kampus, Yakin Usaha Sampai! Serta Human Illumination (HI) 
Semoga kita termasuk insan-insan yang tercerahkan. Salam Peradaban!   
9. Keluarga besar Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum 
Unhas (AMPUH Unhas). Terkhusus kepada Prof. Dr. Anwar Borahima, 
S.H, M.H dan Dr. Winner Sitorus, S.H, M.H, LL.M selaku Pembina 
AMPUH Unhas serta Kakanda Muhammad Rizal Rustam, S.H, M.H yang 
telah mendirikan wadah belajar perdata di lingkungan Fakultas Hukum 
Unhas sejak 2011 silam.  
10. Keluarga besar Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah 
Fakultas Hukum Unhas (LP2KI FH UH). Terkhusus kepada periode 
Kepengurusan 2015-2016 yang telah mengajarkan suka dan duka 
menahkodai sebuah lembaga kemahasiswaan yang memberikan warna di 
salah satu fase kehidupan penulis. Kakanda DPO Sri Wahyuni, S.H, 
Zulkifli Rahman, S.H, Arif Rahman Nur, S.H, Riskayanti, S.H dan Ahmad 
Suyudi, S.H. Punggawa Andalan LP2KI, Annisa Reski, Nurul Fauziah 
Ridwan, S.H, Muhammad Yusran, Refah Kurniawan, Ayu Ashari, Abdullah 
Fatih, Kun Arfandi Akbar, Rezky Amaliah Syafiin, Nur Alam Sari Azis, 
Nurul Mutmainnah, Rani Yuniarsih, Mirdawati, Nila Sari, Windaryani, 
Jemmi, Anugrah Ugha, Andi Mattangkilang, Muh.Ari Zulfikar dan adik-adik 
angkatan 2015 dan 2016 yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu. 
xii 
 
Terima kasih kehangatan di keluarga kecil LP2KI, Pacu Kreatifitas Raih 
Prestasi! 
11. Keluarga Magang PK Identitas Angkatan 40 dan 41, Khusnul Fadilah, 
Riyami, Rasmilawanti Rustam, Akram, Irmayana, Sriwidiah, Suriadi, Putri 
dan Osi serta Senior-senior Kak Dani, Kak Riri, Kak Frans, Kak Devika, 
Kak Sari, Kak Husna, Kak Ben, Kak Mustafa, Kak Khairil, Kak Rahman, 
Kak ita, Kak Ramdha dan Kak Esa. Terima Kasih untuk Rapat Deadline, 
Rapat Pengusulan dan Pengalaman berkeliling kampus mencari 
narasumber di masa perkuliahan.  
12. Kawan – kawan Seperjuangan semasa mengikuti Lomba LOCAL MCC 
FH UH 2014, CD PLF UNPAD 2015, BLC UI 2015, LKTM ALC UNAIR 
2015, LKTM NEFORIA FEB UH 2016, LKTM GRAVITASI UNM 2017, 
PKM-M dan PKM-AI DIKTI 2017, PMW UNHAS 2017 dan RAKERNAS 
IPMHI UB 2017. Meskpun nama kalian tidak disebutkan satu per satu, tapi 
semangat berkompetisi dan tawa kalian akan terus terjaga sampai kapan 
pun di hati penulis.  
13. Saudara Sepupu penulis Nani Andini Natsir, S.E, dr. Yudha Syamsul 
Chaerah Pratama, Nina Januarty Natsir, S.KM, Yudhi Achmad Achdan, 
S.H, Muh. Rizaldy Natsir, S.Sos, Muh. Rosyadhi Syamsul, S.T, Nur 
Qonitah Syamsul, S.H, Yusri Muhammad Ruslan, Muh. Rifani 
RH.Mangkau, Dafa, Rehan, Qilah, Ayu, Yani, Ichal dan Ayu anti.  
xiii 
 
14. Sahabat Penulis Muliani Ichwani, Andi Atira Bunyamin, S.H, Mutiara 
Zhelika, S.H, Dhania Soraya, S.H. Banyak cerita yang telah kita lewati 
sejak maba hingga sarjana, semoga persahabatan kita akan terjaga 
hingga akhir hayat.  
15. Shembilan Keajaiban Dunia, Nurindah Eka Fitriani, S.H, Risma Nur 
Hijriah, S.H, Sri Resky Radeng, S.H, Selly Oktaviani, S.H, Muslim 
Khadavi, S.H, A. Muh Faiz Adani, S.H, Nelson Mendila, S.H, Febri 
Maulana, S.H. Terima kasih untuk sosok ajaib kalian semua.  
16. Keluarga Gazebo Sektor Enam, Kakanda Yoga Alexander Rosera, 
S.H, Andy Rezki Juliarno, S.H, Ramadhan Satria, S.H, Nyoman 
Suarningrat, S.H, Eko Setiawan, S.H, Muhammad Nur Fajrin, S.H, Maipa 
Deapati, S.H, Aldy Hamzah, A.Anggy Hardiyanti, S.H, Heriansyah, S.H, 
Dian Martin, S.H, Arham Aras, S.H, Nurul Fatia Kurniasi, S.H, Wahyudi 
Kasrul, S.H, Muh. Noartawaira Sadirga, S.H, Febri Maulana, S.H, Arlin 
Joemka Saputra, S.H, Adri Inggil Makrifah, S.H, Firman Nasrullah, S.H, 
Andi Nur Ukasyah, S.H, Oji Tilameo, S.H, Fadly Imran, SH, dan Adinda 
Lisa Rulyantini M. Terima kasih telah menciptakan keluarga yang selalu 
bisa di andalkan, setia untuk selalu bisa diajak jalan-jalan, sukseski 
semua. Makassar mulai sepi. Terkhusus untuk kakanda Yoga Alexander 
Rosera, S.H dan Muh.Daren Al Haq yang telah menjadi saudara penulis 
semenjak di dunia perkuliahan, terimakasih keceriaan kalian.  
xiv 
 
17. Keluarga KKN Tematik Enrekang Gel. 93, Terkhusus Posko Bungin. 
Nandar, Widy, Agil, Ippang, Ratih, Dwi, Wiwi, Sasa, Dewi dan Zamli. 
Bungin dan Kalian luar biasa, terima kasih kebersamaan nya sampai saat 
ini. Saya percaya Tuhan merencanakan pertemuan kita yang indah ini.  
18. Keluarga ASAS 2013. Dinamika kampus masih mengajarkan kita 
untuk berdialektik dengan kesibukan perkuliahan dan idealisme 
berlembaga dikampus. Terima kasih telah memberikan warna dan cerita 
selama berkuliah di Fakultas Hukum Unhas, tawa kalian selalu tersimpan.   
19. Kelas Klinik Hukum Kemenkumham. Kak Aswal, Kak Edy, Muli, Abdi, 
dan Kifly, Kebersamaan singkat satu semester bersama kalian sangat 
berkesan. Terkhusus kepada Bu Birkah Latif, S.H, M.H, LL.M dan Fitri 
Pratiwi Rasyid, S.H, M.H yang selalu memberikan bimbingan dan nasihat 
pada saat proses perkuliahan klinik hukum. 
20. Teman Seperjuangan Perdata Fenny, Evha, Cua, Ummu, Evelyn, 
Icha, Leoni, Dwi, Ratu, Weny, Nina, Fharuq, Fitri, Abdi, Fikry, Mesya, 
Monic dan Rita.  
21. Eka Merdekawaty, S.H, M.H Selaku Penasihat Akademik dan Dr. Iin 
Karita Sakharina, S.H, MA Selaku Pembina UKM LP2KI Periode 
Kepengurusan 2015-2016. Terima kasih untuk segala bimbingannya.  
22. Semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh 
pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak 
sebutkan satu per satu.  
xv 
 
 Semoga Allah SWT Senantiasa mencurahkan nikmat, berkah serta 
hidayahnya kepada kita semua. Dan termasuk di dalam golongan insan 
yang diberikan cahaya menuju cintaNya. Sedikit pesan yang kiranya 
penulis sematkan di akhir kata, “Menuntut ilmu adalah taqwa, 
Menyampaikan ilmu adalah ibadah, Mengulang-ulang ilmu adalah 
zikir, Mencari ilmu adalah jihad” (Imam Al Ghazali) . Semoga skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum 
di Indonesia.  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh... 
       Makassar,    Agustus 2017 
 
         Penulis,  
Nisrina Atikah Hasdar 
 
 
 
 
 
 
xvi 
 
DAFTAR ISI 
halaman 
HALAMAN JUDUL .............................................................................. ...i 
PENGESAHAN SKRIPSI.........................................................................ii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING..............................................................iii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....................................iv 
ABSTRAK...............................................................................................v 
ABSTRACT.............................................................................................vi 
KATA PENGANTAR........................……………………………………. vii 
DAFTAR ISI...........................................................................................viii 
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... ..1 
A. Latar Belakang ..................................................................... ..1 
B. Rumusan Masalah ............................................................... ..14 
C. Tujuan Penelitian ................................................................. ..14 
D. Manfaat Penelitian ............................................................... ..14 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. ..15 
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual ............ ..16 
B. Pengertian Umum Tentang Merek  ...................................... ..24 
1.  Definisi Tentang Merek ................................................... ..24 
2.  Jenis Merek .................................................................... ..27 
3.  Fungsi Merek .................................................................. ..28 
4. TRIPs dan Merek.................................................................30  
C. Merek Terkenal Secara Umum ............................................ ..40 
xvii 
 
D.  Hak Ekslusif Pada Merek Terkenal ...................................... ..46 
BAB III METODE PENELITIAN ........................................................... ....51 
A. Tipe Penelitian ..................................................................... ....51 
B. Metode Penelitian ................................................................ ....51 
C. Bahan Hukum ...................................................................... ....52 
D. Analisis Bahan Hukum ......................................................... ....53 
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....................................... ....54 
A. Tinjauan Putusan Nomor 557K/Pdt.Sus-HKI/2015 terhadap UU 
No.15 Tahun 2001 tentang Merek dan TRIPS Agreement .. ....54 
B. Konsekuensi Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 
557K/Pdt.Sus-HKI/2015 terhadap merek terkenal di Indonesia
 ............................................................................................. ....69 
BAB V PENUTUP ................................................................................ ....85 
A. Kesimpulan .......................................................................... ....85 
B. Saran ................................................................................... ....87 
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................90  
LAMPIRAN 
 
 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang 
 Pada kehidupan perekonomian dan perkembangannya, perilaku 
ekonomi diatur dan dikendalikan oleh pranata-pranata hukum agar tidak 
menyimpang dari politik pembangunan yang digariskan oleh pemerintah. 
Di negara-negara yang perkembangan ekonominya maju, pranata-pranata 
hukum bisnis telah disiapkan jauh ke depan untuk mengantisipasi proses 
dan perilaku ekonomi yang sebagai pedoman hukum untuk mencegah 
terjadinya berbagai penyimpangan atau kecurangan yang terjadi. 
Sementara fenomena yang terjadi di negara yang sedang berkembang, 
pranata hukum di bidang ekonomi atau perdagangan belum mampu 
mengakomodir aktivitas dan proses ekonomi yang terjadi.1 
 Bagi para pelaku ekonomi dalam berinteraksi sesungguhnya merek 
memiliki nilai maupun kultur yang dibangun dalam suatu sub sistem nilai 
yang berlaku dan dianut bersama sebagai suatu karakteristik yang 
berbeda dengan sub sistem nilai maupun sistem nilai yang lebih luas 
dalam masyarakat. Para pelaku ekonomi memiliki kecenderungan nilai 
yang bertolak dari premis memperoleh keuntungan yang sebesar-
besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Kondisi ini akan 
menjadi potensi dan membuka peluang bagi penyimpangan di bidang 
                                                          
     
1
 Erma,Wahyuni,dkk,2011, Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek, Yogyakarta:YPAPI,hlm.1.  
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kejahatan ekonomi, yang kadang-kadang tidak diketahui oleh masyarakat 
luas, karena modus operandi yang tersembunyi dan canggih.2 
 Masyarakat dari segala tipe mengenal dan membedakan antara 
perilaku yang tidak dikehendaki (karena sifatnya merugikan) dan perilaku 
yang dikehendaki. Untuk perilaku-perilaku yang tidak dikehendaki, 
masyarakat mencelanya dan memberikan sanksi kepada pelaku 
perbuatan itu. Penentuan perbuatan mana yang dikehendaki dan tidak 
dikehendaki sepenuhnya bergantung pada keseluruhan organisasi dan 
kultur masyarakat bersangkutan.3  
 Pengaturan Merek dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI), diuraikan bahwa Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang 
Merek menggantikan UU No. 21 Tahun 1961 yang dianggap sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan di bidang perdagangan, yang 
sebetulnya sudah disempurnakan melalui UU No. 14 tahun 1997. Sejauh 
menyangkut prinsip-prinsip pokok dan pengertian-pengertian, ternyata UU 
No.14 Tahun 1997 tidak banyak berubah jika dibandingkan dengan UU 
No. 19 Tahun 1992 yang secara substansial telah menyesuaikan diri 
dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian TRIPs 
(TRIPs Agreement). Demikian pula UU No. 15 Tahun 2001, jika 
dibandingkan dengan UU No. 14 Tahun 1997 terdapat beberapa 
penyempurnaan yang disesuaikan dengan perjanjian TRIPs serta 
                                                          
     
2
 Ibid. 
     
3
 Hadisupripto dan Paulus, 1998, Kejahatan Ekonomi Dan Antisipasinya, Jurnal Hukum Pidana 
dan Kriminologi, Volume 1 No.1. 
3 
 
perjanjian-perjanjian internasional lainnya serta pengalaman Kantor Merek 
(Dirjen HKI,Depkeh HAM RI) yang saat ini telah menjadi Kementrian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dirjen Hak Kekayaan 
Intelektual. 4 
 Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2001 tentang 
Merek, (selanjutnya disebut UU Merek) merek adalah tanda yang berupa 
gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau 
kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan 
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pengertian 
Merek pada UU Merek baru yaitu UU No. 20 tahun 2016 lebih detail 
menguaraikan pengertian tentang merek, diuraikan bahwa merek adalah 
tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, 
huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 
(tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih 
unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ jasa yang diproduksi oleh 
orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau 
jasa. Berdasarkan ketentuan di atas, terlihat jelas bahwa fungsi utama 
merek adalah untuk membedakan barang atau jasa produksi perusahaan 
lain yang sejenis. Dengan demikian merek merupakan tanda pengenal 
asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya.5  
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 Erma Wahyuni,T.Saiful dan Hessel Nogi, Op.Cit., hlm. 2.  
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 Ibid,hml.2-3 
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 Tingkatan prioritasnya suatu merek atau brand ditinjau dari 
produsen,pedagang dan konsumen pun berbeda-beda. Dari sisi produsen, 
merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya 
mengenai kualitas kemudian pemakaiannya. Dari segi pedagang, merek 
digunakan untuk promosi barang-barang dagangnya guna mencari dan 
meluaskan pasar. Dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan 
pilihan barang yang akan dibeli.6 Pada saat tertentu pun terkadang 
penggunaan merek bagi seorang konsumen dapat menimbulkan image 
tertentu pula. 
 Tidak dapat dibayangkan apabila suatu produk yang tidak memiliki 
merek, tentu produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh 
konsumen. Oleh karena itu, suatu produk apakah produk itu baik atau 
tidak tentu akan memiliki merek. Bahkan tidak mustahil, merek yang telah 
dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, 
ditiru “dibajak” bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain yang 
melakukan persaingan curang.7  
 Untuk menjadikan suatu merek menjadi merek terkenal yang 
mampu menunjukkan jaminan kualitas atau reputasi suatu produk tentu 
tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang 
tidak sedikit pula. Coca Cola merek minuman ringan dari Amerika Serikat 
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 Dianggoro dan Wiratmo,1997,Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya bagi Dunia 
Bisnis,Jurnal Hukum Bisnis,Vol.2.Jakarta,Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. 
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Maulana dan Insan Budi,1997,Sukses Bisnis Melalui Merek,Paten dan Hak Cipta, 
Bandung,Aditya Bakti,hlm 53.  
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memerlukan waktu 100 tahun, Toyota perlu waktu 30 tahun, Mc Donald 40  
tahun serta merek Apple yang menjadi urutan pertama merek terkenal 
pada tahun 2017 setelah 40 tahun lamanya .8 Apabila suatu merek telah 
menjadi terkenal tentu akan menjadikan merek tersebut sebagai aset atau 
kekayaan perusahaan yang penting nilainya, tetapi di lain pihak, 
keterkenalan tersebut akan memancing produsen lain yang menjalankan 
perilaku bisnis curang untuk “membajak” atau menirunya. 9  
 Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek 
asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada 
merek terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan 
yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum yang bersifat 
preventif dilakukan melalui pendaftaran merek. Sedangkan perlindungan 
hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek 
melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana.10  
 Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 3 UU Merek mengatur 
perlindungan hukum pemberian hak ekslusif. Pemberian hak ekslusif  
yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam 
daftar umum merek pada jangka waktu tertentu dengan menggunakan 
sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk 
menggunakannya. Kemudian Pasal 21 UU Merek menambahkan, bahwa 
merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 
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Ibid,hlm. 4.  
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(sepuluh) tahun dan berlaku surat sejak tanggal penerimaan pendaftaran 
merek atau filling date. Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi seseorang 
untuk mendaftar atau tidak mendaftarkan merek. Akan tetapi, merek yang 
didaftarkan akan mendapat perlindungan hukum.11  
 Pelaksanaan peniruan yang dilakukan bukan saja merugikan pihak 
pemilik merek terkenal dan konsumen, tetapi juga secara meluas 
merugikan masyarakat Indonesia, karena dengan adanya peniruan dapat 
mematikan daya kreasi manusia dalam menciptakan sebuah karya baru. 
Perkembangan motif pelanggaran terhadap merek mengacu pada 
peniruan merek terkenal yang tidak hanya untuk barang identik atau mirip 
(identical or similar goods), tapi juga meluas hingga peniruan merek 
terkenal untuk merek jasa (services) dan untuk merek barang yang tidak 
sejenis atau tidak mirip (goods or services which are not similar).12 
 Pada saat produsen telah berhasil memproduksi barang atau jasa 
dengan merek yang dikenal dan dibeli oleh konsumen, karena reputasi, 
kualitas, dan image serta telah dipasarkan secara luas baik nasional 
maupun internasional, sering kali produsen juga mendaftarkan merek 
                                                          
     
11
 Ibid.  
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 Penggunaan kata “identical or similar” dalam ketentuan di Konvensi Paris atau Persetujuan 
TRIPs secara harfiah diartikan dengan identik atau mirip. Namun untuk menyesuaikan dengan 
istilah yang digunakan dalam ketentuan hukum nasional, yakni yang terdapat dalam UU No. 15 
Tahun 2001, “identical or similar” ini diartikan dengan “sejenis”. 
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yang sudah terkenal tersebut untuk jenis dan kelas barang atau jasa 
lain.13 
 Perluasan ruang lingkup perlindungan hukum terhadap merek 
terkenal dalam Persetujuan TRIPs terdapat dalam Pasal 16 Ayat (2) dan 
(3) Persetujuan TRIPs. Indonesia yang telah meratifikasi Agreement 
Estabilishing the World Trade Organisation terikat pula pada seluruh 
ketentuan dalam persetujuan TRIPs. Dengan demikian, berkaitan dengan 
perluasan perlindungan hukum terhadap merek terkenal, Indonesia harus 
melaksanakan kewajiban internasionalnya untuk melindungi merek 
terkenal setidak-tidaknya sebagaimana standar perlindungan hukum yang 
diberikan Pasal 16 Ayat (2) dan (3) Perjanjian TRIPs.14 
 Dampak buruk dari pelanggaran terhadap pelanggaran merek 
terkenal mengkhawatirkan masyarakat internasional sehingga negara-
negara berinisiatif untuk berkumpul dan berunding demi tercapainya 
kesepakatan dalam perjanjian internasional yang khusus memberikan 
perlindungan hukum terhadap merek terkenal. Ketentuan hukum yang 
dimaksud tertulis dalam Konvensi Paris dan juga telah diratifikasi oleh 
pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 15 Tahun 1997 Undang-
undang merek sebagai ketentuan nasional yang mengatur bidang merek 
telah memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal berupa 
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 Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor: 047/KN/Haki/2003 tanggal 
24 Maret 2004.  
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 Anne Gunawati,2015,Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasat tidak Sejenis Terhadap 
Persaingan Usaha Tidak Sehat, PT.Alumni,Bandung, hlm.7. 
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penolakan atau pembatalan pendaftaran merek dan pelarangan 
penggunaan merek, yang diatur pada Pasal 6 Ayat (1) yang rumusannya 
ialah “Permohonan pendaftaran merek baru yang memiliki persamaan 
pada pokok atau keseluruhannya harus ditolak.”  
 Salah satu sengketa merek kasus putusan Nomor 557K/Pdt.Sus-
HKI/2015 di Indonesia yang diputus oleh pengadilan niaga yang 
berkenaan dengan sengketa merek terkenal milik seorang perancang 
(designer)  asal Perancis, Pierre Cardin yang namanya sangat terkenal di 
berbagai kalangan masyarakat konsumen di berbagai dunia, termasuk di 
Indonesia.  
 Pierre Cardin berkedudukan di 59, rue du Fauborg Saint Honore, F-
75008, Paris, Perancis. Pierre Cardin sebagai Pemohon Kasasi dahulu 
Penggugat melawan Alexander Sartyo Wibowo selaku termohon kasasi I 
dahulu tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia c.q Direktur 
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q Direktorat Merek, selaku termohon 
kasasi II dahulu tergugat II.  
 Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan II di 
depan Persidangan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat dengan beberapa pokok dalil yang dilayangkan kepada mereka. 
 Adapun dalil-dalil yang dilayangkan antara lain, bahwa Penggugat 
sebagai perancang busana sudah dimulai sejak tahun 1950-an dengan 
mode futuristiknya, disebut koleksi pakaian wanita pada tahun 1953, 
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desain populer “bubble dress” pada tahun 1954, maupun ready-to-wear 
yang populer saat ini dan women ready to wear koleksi pertamanya untuk 
departemen store Printtemps diciptakan pada tahun 1959. Selain itu, 
penggugat juga tercatat sebagai perancang busana pertama yang 
mengadakan tour ke Jepang serta menjual produknya pada tahun 1960-
an. Pada tahun 1971 Penggugat menjadi perancang desain Seragam 
Pakistan International Airlines yang kemudian menjadi sebuah tren baru, 
bahkan di tahun yang sama mendesain ulang Pakaian Nasional Negara 
Philipina “Barong Tagalog”. Penggugat mulai melakukan pameran 
koleksinya sendiri di tahun 1971 dengan nama menggunakan nama 
“Escape Cardin”. Bahwa tak terhitung lagi kontribusi Penggugat (yang 
dijuluki Mother of Invention) selama enam dekade berkiprah di dunia 
mode. Bahwa tidaklah dapat disangkakan lagi Penggugat (Pierre Cardin) 
merupakan orang terkenal semenjak puluhan tahun lalu.  
 Penggugat berdalil bahwa ia merupakan pemilik sah Hak Ekslusif 
atas merek dagang terkenal dengan nama PIERRE CARDIN (“Merek 
Dagang PIERRE CARDIN”) dan  (“LOGO PIERRE CARDIN”), yang 
mulai digunakannya sejak awal Maret Tahun 1974 untuk melindungi 
beberapa jenis barang dalam kelas: 3, 5, 6, 8, 9, 10,  11, 14, 16, 17, 18, 
20, 21, 24, 25, 33. Untuk jenis barang dalam kelas 3 diantaranaya; “ 
Kosmetik dan Parfum”.  
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 Bahwa merek Dagang PIERRE CARDIN dan LOGO PIERRE 
CARDIN tersebut telah didaftarkan, diperdagangkan dan dipromosikan 
secara besar dan berkesinambungan di beberapa negara di seluruh dunia 
oleh Penggugat baik secara langsung maupun melalui perusahaan 
miliknya SARL de Gestion Pierre Cardin, sehingga peredarannya telah 
menembus batas-batas regional serta tidak mengenal batas negara 
(borderless), yakni antara lain : Afrika Union (AIPA), Albania, Algeria, 
Amenia, Aruba, Austria, Azerbajjan, Andora, Aruba, Australia, Bahrain, 
Barbados, Belarus, Benelux, Bosnia-Herzegovina, British Virgin Island, 
Belize, Brazil, Bulgaria, Bolivia, Brunei Darussalam, Cambodia, Colombia, 
Congo, Curacao, Crezh Republic, Costa Rica, Cyprus, Canada, China, 
Denmark, Dominican Republic, Dominica, Estonia, Europe Union, 
Ecuador, El Salvador, Fiji, Finlandia, Perancis, Gaza, Georgia, Jerman, 
Yunani, Guatemala, Haiti, Hong Kong, Hungary, Honduras, India, 
Indonesia, Israel, Iran,Irak Irlandia, Italia, Jersey, Jamaica, Kazakhztan, 
Kosovo, Krygistan, Korea , Laos, Lebanon, Latvia, Ubya, Uechstein, 
Uthuania, Macedonia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, 
Mozambique,Malawi, Macao, Malaysia, Mexico, Moldova, Myanmar, New 
Zeland, Belanda, Nikaragua, Norwegia, Oma, Pakistan, Panama, Peru-
Paraguay, Philipina, Polandia, Portugal, Qatar, Romania, Rusia, Sabah, 
Sarawak, San MARINO, Serbia, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Sri 
Lanka, Taiwan, Thailand, Tunisia, Turki, Turkmenistan, Ukraina, Uni 
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Emirat Arab, Imggris, Amerika Serikat, Uzbekistan, Vietnam, Venezuela, 
WIPO, German, Yaman, Zimbabwe, Zambia”. 15 
 Bahwa di Negara Indonesia, Merek Dagang PIERRE CARDIN dan 
LOGO PIERRE CARDIN  terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual - Direktorat Merek untuk berbagai jenis barang 
diantaranya jenis barang termasuk dalam kelas 3, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 
21, 23, 24, 25, 30, 32, 33, 34. Barang kelas 3, Merek Dagang PIERRE 
CARDIN dan LOGO PIERRE CARDIN atas nama penggugat telah 
terdaftar dan juga masih dalam proses permohonan pendaftrannya pada 
Kantor Direktorat Merek-Ditjen HKI, yakni : 
- Merek Dagang PIERRE CARDIN kelas 3 di bawah Daftar Nomor 
IDM000192198 yang diperpanjang dengan Nomor 002008005130 
TANGGAL 6 Februari 2009,  
- Permohonan pendaftaran Merek Dagang PIERRE CARDIN Agenda 
Nomor D00.2014.051959 kelas 3 tanggal 11 November 2014; 
- Permohonan pendaftaran LOGO PIERRE CARDIN Agenda Nomor 
D00.2014.051658 kelas 3 tanggal 11 November 2014. 
 Bukti pendaftaran tersebut di atas bahwa penggugat di berbagai 
Negara membuktikan secara yuridis eksistensi Merek Dagang PIERRE 
CARDIN dan LOGO PIERRE CARDIN Penggugat sebagai merek 
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 Putusan Nomor 557K/Pdt.Sus-HKI/2015 halaman 3 diakses melalui 
putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 13 Maret 2017.  
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Terkenal (well known mark) telah diketahui masyarakat Internasional 
dengan reputasinya yang tinggi. 
 Tergugat I yang juga memiliki Merek Dagang untuk melindungi jenis 
barang yang tergolong dalam Kelas 3, yakni antara lain “Segala macam 
kosmetika : yaitu bedak untuk wanita dan anak-anak, shampoo, minyak 
rambut, cat rambut, deodorant stick, bubuk pewangi anti bau badan, eye 
shadow, kapas bola, odol,pasta gigi, celak mata, minyak bergamot, abu 
gunung berapi untuk pembersih, kayu wangi untuk kosmetik, pomade, 
batu Tripoll untuk menggosok, hio, dupa, losion, kertas tissue, lilin 
penggosok, pemerah gigi, kapas kosmetik, deodorant stick.” Tergugat I 
mendaftarkannya pada Tergugat II (Direktorat Merek) atas nama tergugat 
I yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya 
dengan merek dagang  milik Penggugat PIERRE CARDIN serta LOGO 
PIERRE CARDIN.  
 Bahwa oleh karena itu, pada putusan Nomor 557K/Pdt.Sus-
HKI/2015 bahwasanya Tergugat I telah terbukti memiliki iktikad tidak baik 
(bad faith)  dalam mendaftarkan Merek Dagang dan LOGO Kelas 3 secara 
tidak layak dan tidak jujur dengan niat ingin membonceng, meniru atau 
menjiplak Merek dagang dan LOGO PIERRE CARDIN milik designer 
Pierre Cardin yang telah terkenal sejak tahun 1950-an. Demi kepentingan 
usaha tergugat I secara jalan pintas (passing off) yang berakibat kerugian 
pada pihak penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan curang, 
ceroboh atau menyesatkan konsumen.  
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 Secara umum merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang 
diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik apalagi dapat 
menyesatkan konsumen. Suatu merek mirip atau similar terkait dengan 
konsep seperti pada salah satu doktrinal yang menyebut “a likelihood of 
confusion”. Faktor yang paling penting bahwa pemakaian merek yang 
memiliki “persamaan pada pokoknya” menimbulkan semacam persamaan 
yang membingungkan (a likelihood confusion).16 Berdasarkan uraian 
diatas, sengketa merek kasus putusan Nomor 557K/Pdt.Sus-HKI/2015, 
maka isu hukum yang penulis angkat adalah kedudukan perlindungan 
hukum pada merek terkenal terhadap pendaftaran merek yang memiliki 
persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. 
B. Rumusan Masalah  
 Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah putusan Nomor 557K/Pdt.Sus-HKI/2015 telah sesuai dengan     
UU No. 15 tahun 2001 tentang merek dan TRIPs Agreement? 
2. Bagaimana konsekuensi yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor   
557K/Pdt.Sus-HKI/2015 terhadap merek terkenal di Indonesia? 
C. Tujuan Penelitian 
 Tujuan dalam Penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap merek terkenal dalam hal 
ini merek dagang dan LOGO PIERRE CARDIN menjadi subyek 
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 Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi, 
Jakarta Kencana, hlm 183.  
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penelitian di Indonesia ditinjau dari perangkat normatif yaitu Undang-
undang Nomor 15 tahun 2001 dan TRIPs Agreement.  
2. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 557K/Pdt.Sus-HKI/205 terhadap merek terkenal di Indonesia.   
 
D. Manfaat Penelitian 
  Manfaat dalam Penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai referensi bahan kajian sebagai suatu usaha 
mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis dan sistematis 
untuk mengetahui bagaimana perlindungan merek terkenal di 
Indonesia dengan aturan hukum yang ada yakni Undang-undang 
Nomor 15 tahun 2001 dan TRIPs Agreement. 
2. Manfaat secara praktis penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan 
sebagai bahan referensi di bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual, 
khususnya mengenai hukum merek. Sebagai langkah strategis 
dalam mewujudkan pembangunan hukum nasional serta masyarakat 
adil dan sejahtera serta memberikan masukan bagi peningkatan 
stabilitas perekonomian Negara.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A.  Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual 
 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak kebendaan, hak 
atas sesuatu benda di mana bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja 
rasio, manusia yang menalar. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan 
sebagai intelektualitas. Tidak semua orang dapat dan mampu 
mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh 
karena itu, tidak semua orang dapat menghasilkan Hak Kekayaan 
Intelektual. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otakntya secara 
maksimal sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan. Hal tersebut 
pula yang menyebabkan hak atas kekayaan intelektual itu bersifat 
ekslusif. Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam 
itu.17 
 John Locke18 dalam teorinya tentang hak milik mengatakan bahwa 
hak milik yang dimiliki seorang manusia terhadap benda telah ada sejak 
manusia lahir. Benda disini diartikan baik itu benda berwujud maupun 
benda tidak berwujud (Hak milik intelektual). Dengan lahirnya ajaran 
mengenai hak milik intelektual, Kant dalam bukunya Von der 
Unrechtsmaessigkeit des Buechdrucks tahnu 1785 menyatakan, bahwa si 
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 Hadi Setia Tunggal (dalam Hasbir Paserangi, dkk, 2016, Hak Kekayaan Intelektual “Perahu 
Pinisi” dalam perspektif Indikasi Geografis,PT.Raja Grafindo Persada., Jakarta) hlm.1 . 
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 seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme.  
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pencipta (Autor) memiliki hak yang tidak bisa dilihat atas karyanya. Oleh 
Kant hak tersebut dinamai dengan „ius posonalismus‟ yaitu hak yang lahir 
dari dalam dirinya sendiri (hak kepribadian). 
 Selain itu, Fichte19 membedakan antara buku yang merupakan hasil 
karya dalam bentuk cetakan dengan isi dari buku itu sendiri (tulisannya), 
kemudian Hegel20 mengemukakan perbedaan antara benda nyata 
(sachteigentum) dengan benda yang merupakan karya intelektualitas 
manusia (geistiges Eigentum atau intellectual property rights). 
Perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual didasari atas dua 
alasan yang sangat kuat sekali. Pertama, karena dalam karya intelektual 
itu terdapat moral right yang mencerminkan tentang kepribadian dari si 
pencipta. Pada banyak negara dalam undang-undang hak cipta moral 
right disebut juga dengan personality right berlaku tanpa batas waktu 
(endless). Kedua, karena faktor ekonomi atau commercial right yang 
dikandung oleh karya intelektual itu. Faktor yang terakhir inilah yang 
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 Johann Gottlieb Fichte adalah seorang filsuf Jerman yang turut menjadi pioner dalam 
mengembangkan mahzab Idealisme. Fichte memulai filsafatnya dengan kesadaran atau 
keyakinan subjek terhadap dirinya sendiri 
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 Georg Wilhem Friedrich Hegel adalah Professor yang diangkat di Berlin dan Heidelberg. 
Hegel menyatakan bahwa ruh dunia berkembang menuju pengetahuan itu sendiri yang juga terus 
berkembang. Sama halnya dengan sungai yang makin lama makin lebar ketika mendekati laut. 
Menurut Hegel, sejarah adalah kisah tentang ruh dunia yang lambat laun mendekati kesadaran 
itu sendiri. Meskipun dunia itu selalu ada, kebudayaan manusia dan perkembangan manusia 
telah membuat ruh dunia semakin sadar akan nilainya yang hakiki.” diakses melalui  
http://www.kompasiana.com/muhammad.arif.rahman92/biografihegel_55006c25813311eb18fa
782e pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 11:02. 
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mendorong negara-negara di dunia untuk memberikan perlindungan 
hukum secara penuh dengan tegas terhadap karya intelektual.21  
 Jika ditelusuri lebih jauh, Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya 
merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda 
immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan 
ke dalam berbagai kategori salah satu diantara kategori itu, adalah 
pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda 
tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang tertuang 
dalam Pasal 499 KUHPerdata, bahwa yang dimaksud benda ialah tiap-
tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. 22 Uraian 
ini sejalan dengan klasifikasi benda berdasarkan Pasal 503 KUHPerdata, 
yaitu penggolongan benda kedalam kelompok benda berwujud (bertubuh) 
dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh).23 
 Benda immateril atau benda tidak berwujud yang berupa hak itu 
dapatlah kita contohkan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak 
sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa 
jaminan serta Hak atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) 
dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai hal ini Pitlo, sebagaimana 
dikutip oleh Mahadi mengatakan, serupa dengan hak tagih, hak immateril 
                                                          
     
21
 Syafrinaldi, Hak Milik Intelektual dan Globalisasi, UIR Press, Riau, hlm.14. 
     
22
R.Soebakti dan R.Tjitrosudubio, 1986, Kitab Undang-undang Hukum Perdata,Pradya 
Paramitra,Jakarta, hlm. 155. Menurut hemat penulis, tidak hanya sekedar hak milik,tetapi dapat 
menjdai objek kekayaan (property rights) melalui OK.Saidin, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan 
Intelektual (Intellectual Property Rights),Rajawali Pers,Jakarta, Cetakan IV,hlm 11. 
     
23
 OK.Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),Rajawali 
Pers,Jakarta,2004 Cetakan IV,hlm 12.  
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termasuk ke dalam hak-hak yang disebut Pasal 499 KUHPerdata. Oleh 
karena itu hak milik immateril dapat menjadi objek dari suatu benda. 
Selajutnya dikatakannya pula bahwa, hak benda adalah hak absolut 
sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan 
benda berwujud. Itulah yang disebut dengan nama Hak atas Kekayaan 
Intelektual (Intellectual Property Rights).24 
 Dewasa ini negara-negara di dunia tidak lagi memperdebatkan 
terkait hal tersebut di atas, tetapi dengan dilembagakannya peraturan 
yang menghimpun tentang Intellectual Rights dalam undang-undang 
nasional menjadi suatu pembaharuan. 
 Sejak ditandatanganinya persetujuan Pembentuakan Organisasi 
Perdagangan Dunia (Agreement Estabilishing the World Trade 
Organization) pada tahun 1994, telah dirasakan semakin pentingnya arti 
dan peran Hak Kekayaan Intelektual dalam dunia perdagangan global. 
Sebagaimana telah diketahui, persetujuan mengenai aspek-aspek dagang 
yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade 
Related Aspect of Intellectual Property Rights - TRIPs), merupakan salah 
satu bagian dari persetujuan pembentukan WTO,  telah memicu 
perubahan yang sangat fenomenal dalam perkembangan sistem 
perlindungan HKI di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.25 
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 Mahadi, 1985, Hak Milik Immateril,BPHN-Bina Cipta, Jakarta, hlm.5-6. 
     
25
 Hasbir Paserangi, Op.Cit, hlm.2. 
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 Salah satu perkembangan sistem perlindungan HKI di Indonesia 
yaitu dengan berubahnya perangkat peraturan perundang-undangan yang 
telah ada di bidang HKI, serta tersusunnya penetapan peraturan 
perundang-undangan untuk bidang HKI yang baru. Sebagai realisasinya, 
kini Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan 
yang lengkap dan moderen di bidang HKI yaitu UU No. 19 Tahun 2002 
tentang Hak Cipta, UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten, UU No. 20 
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ,UU No.31 tahun 2000 
tentang Desain Industri, UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak 
Sirkuit Terpadu, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan UU 
No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.26  
 Istilah Hak Kekayaan Intelektual saat ini sudah dibakukan dalam 
berbagai peraturan organik yang diterbitkan oleh pemerintah. Bila 
ditelusuri perjalanan penggunaan istilah Hak Kekayaan Intelektual di 
tanah air, istilah itu sebetulnya diterjemahkan dari istilah asing yakni 
Intellectual Property Rights (IPR) yang kemudian diterjemahkan menjadi 
Hak Milik Intelektual bahkan ada juga yang menerjemahkannya Hak Milik 
Atas Kekayaan Intelektual. Setelah tahun 2000, Menteri Hukum dan HAM 
(waktu itu masih bernama Menteri Hukum dan Perundang-undangan) 
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 200027 dan 
                                                          
     
26
 Ibid, hlm. 2. 
     
27
 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut didasari pula dengan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, 
tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek berubah menjadi 
Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) Kemudian berdasar Keputusan 
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bersamaan dengan itu dikeluarkan Surat Persetujuan Menteri Negeri 
Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 24/M/PAN/1/2000 dan 
dibakukanlah penggunaan istilah yang berasal dari Intellectual Property 
Rights menjadi “Hak Kekayaan Intelektual”. Dengan demikian, 
penggunaan istilah yang telah dibakukan saat ini adalah “Hak Kekayaan 
Intelektual” tanpa menggunakan “atas”.  
 Pengelompokan Hak  Kekayaan Intelektual itu lebih lanjut dapat 
dikategorikan dalam pengelompokan sebagai berikut: 
1. Hak Cipta (Copy Rights) 
2. Hak Milik (baca:hak kekayaan) Perindustrian (Industrial Property 
 Rights). 
Hak Cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan ke dalam dua bagian, 
yaitu: 
1. Hak Cipta 
2. Hak yang berkaitan (bersempadan) dengan hak cipta (neighbouring 
rights). 
 Istilah neighbouring rights, belum ada terjemahan yang tepat dalam 
bahasa hukum Indonesia. Ada yang menerjemahkannya dengan istilah 
“hak bertetangga” dengan hak cipta, adapula yang menerjemahkannya 
dengan istilah hak yang berkaitan atau berhubunga dengan hak cipta, 
seperti yang termaktub dalam BAB VA UU No. 12 Tahun 1997 tentang 
perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. 
Penulis menggunakan istilah “hak yang bersempadan dengan hak 
                                                                                                                                                               
Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HKI berubah menjadi Ditjen HKI melalui Skripsi A. 
Anugrah Tenri Ola,Tinjauan Hukum Penghapusan Merek Dagang Asing “IKEA”,Fakultas Hukum 
Unhas,2016,hlm.16.  
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cipta”,oleh karena kedua hak itu (copy rights maupun neighbouring rights) 
adalah dua hak yang saling melekat berdampingan tetapi dapat 
dipisahkan satu dengan yang lainnya.  
 Neighbouring rights dalam hukum Indonesia, pengaturannya masih 
ditumpangkan dengan pengaturan hak cipta. Namun jika ditelusuri lebih 
lanjut neighbouring rights itu lahir dari adanya hak cipta induk. Misalnya 
liputan pertandingan sepak bola atau pertandingan tinju atau live show 
artis penyanyi adalah hak cipta sinematografi, tetapi untuk penyiarannya 
di televisi yakni berupa hak siaran adalah neighbouring rights. 28 
 Selanjutnya hak atas kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan 
lagi menjadi: 
1. Patent (Paten) 
2. Utility Models (Model dan Rancang Bangun) atau dalam hukum 
Indonesia, dikenal dengan istilah paten sederhana (simple patent). 
3.Industrial Design (Desain Industri) 
4. Trade Mark (Merek Dagang) 
5. Trade Names (Nama Niaga atau Nama Dagang)  
6. Indication of Source or Appelation of Origin (Sumber tanda atau 
sebutan asal).29 
 Dalam perundang-undangan tentang Hak Atas Kekayaan 
Intelektual di Indonesia bidang-bidang yang termasuk dalam cakupan 
Intellectual Property Rights seperti tertera dalam bagan di atas tidak 
semuanya diatur dalam UU tersendiri, ada yang pengaturannya 
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 OK.Saidin, Op.cit., hlm.14-15. 
     
29
 Convention Estabilishing The World Intellectual Property Organization (WIPO). 
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digabungkan dalam satu undang-undang. Seperti pada UU Merek No 15 
Tahun 2001 tentang Merek yang memuat aturan tentang merek dan 
Indikasi Geografis.30 
 Adapun pada referensi buku yang ditulis oleh Prof.Tim Lindsey,dkk 
yang termasuk pada ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual yakni : 
 a. Hak Cipta 
 b. Paten  
 c. Desain Industri 
 d. Merek 
 e. Rahasia Dagang 
 f. Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Varietas Tanaman 
 g. Rekayasa Genetika 
 h. Internet dan Domain Names 31 
 
(1.1 Bagan tentang Hak Kekayaan Intelektual) 
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 OK Saidin, Op.cit., hlm 15. 
     
31
 Tim Lindsey, dkk, 2015, Hak Kekayaan Intelektua Suatu Pengantarl,PT.Alumni,Bandung, 
hlm.6-12. 
23 
 
 Kepastian di semua bidang seharusnya diusahakan untuk dicapai 
di dalam masyarakat yang sedang membangun, khususnya dalam hal 
ini kepastian hukum mengenai merek. Perekonomian Indonesia dalam 
taraf pembangunan harus dilandasi oleh pembinaan hukum di segala 
bidang. Kepastian hukum harus diusahakan untuk dirasakan oleh 
masyarakat pada umumnya dan khususnya dalam hal ini oleh para 
pengusaha yang menggunakan suatu merek untuk  barang-barang 
hasil perusahaannya.32 
B. Pengertian Umum Tentang Merek 
 1.Definisi Tentang Merek 
 Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan 
untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. 
Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan 
merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari 
para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi 
tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara 
regular. Semua hal di atas tentunya membutuhkan pengorbanan 
waktu,tenaga dan uang.33   
 Black‟s Law Dictionary memberikan pengertian merek :34 
                                                          
     
32
 Djoko Prakoso, 1987, Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm.42 
melalui Skripsi A. Anugrah Tenri Ola, 2016, Tinjauan Hukum Penghapusan Merek Dagang Asing 
“IKEA”,Fakultas Hukum Unhas , hlm. 20.  
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 Tim Lindsey, dkk, Op.cit., hlm. 131.  
     
34
 Henry Campbell Black, 1999, Black’s Law Dictionary, West Group, Seventh Edition, hlm.1038. 
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 The term trademark include any word, symbol or device, or any 
combination there of. To identify and distinguish his or her goods from 
those manufactured or dold by others and to indicate the source of the 
goods, even if that source is unknown.Terjemahannya adalah:Merek 
dagang termasuk kata apapun, simbol atau perangkat atau kombinasi dari 
semuanya. Untuk mengidentifikasi dan membedakannya barang yang 
diproduksi atau dijual oleh orang lain dan untuk menunjukkan sumber 
barang, bahkan jika sumber yang tidak diketahui.  
 
 Pengertian merek diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2001, yang menentukan bahwa : Merek adalah tanda 
yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan 
warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya 
pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. 
Merek (trademark) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya 
ialah tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dan jasa (an indication 
of origin)35 dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa 
perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang 
dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan 
jaminan akan kualitas (a guarantee of quality)36 barang dan/ atau jasa 
yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi)37 yang 
tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud 
membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan 
periklanan (a marekting and advertising device)38 memberikan suatu 
tingkatan informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau 
                                                          
     
35
Rahmi Jened, 2007, Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Ekslusif, Airlangga 
University Press, Surabaya, (Selanjutnya disebut Rahmi Jened I) hlm.160-161. 
     
36
 Ibid. 
     
37
 Ibid. 
     
38
 Ibid. 
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jasa yang dihasilkan pengusaha.39 Lebih-lebih dengan perkembangan 
periklanan, baik nasional maupun internasional dewasa ini dan dalam 
rangka pendistribusian barang dan/atau jasa membuat merek semakin 
tinggi nilainya. Merek yang didukung dengan media periklanan membuat 
pengusaha memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan 
konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen (costumer‟s 
loyalty) atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Inilah yang 
menjadikan merek sebagai suatu keunggulan kompetitif (competitive 
advantage) dan keunggulan kepemilikan (ownership advantages) untuk 
bersaing di pasar global.40  
 Merek sebenarnya tidak murni kreasi intelektual. Merek pada 
dasarnya lebih melindungi aktivitas bisnis daripada sekedar perlindungan 
aset suatu perusahaan,41 sebagai contoh, diperkirakan pada 2004 nilai 
dari cap Coca Cola adalah US$ 67.39 miliar yang turun dari US$ 70.45 
miliar42 pada 2003. Nilai ini bukan nilai kapitalisasi pasar (the market 
capitalization), karena mencakup banyak aset lain dari Coca Cola, 
termasuk aset fisik dan merek lain seperti Sprite, Fanta, Hi-C, Mello 
Yello,Power aDe, dan Five Alive.43 
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 Ibid. 
     
40
 Rahmi Jened, 1998, Implikasi Persetujuan TRIPs Terhadap Perlindungan Merek di Indonesia, 
Yuridika, (selanjutnya disebut Rahmi Jened II) hlm. 8-13. 
     
41
 Ibid,hlm.19-23. 
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 Suyud Margono Amir Angkasa, 2002, Komersialisasi Aset Intelektual, Grasindo, hlm.146-148. 
Bisa juga dirujuk pada Paul Temporal, Advanced Brand Management From-Vision to Valuation, 
John-Wiley&Son ,hlm.125 melalui Rahmi Jened I.  
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 Rahmi Jened I, 2007, hlm. 162-163.  
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 2. Jenis Merek 
 Merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dibagi 
menjadi 2, yaitu merek dagang dan merek jasa. Pengaturan tersebut 
tercantum pada Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3.  
 Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa yang dimaksud dengan merek 
dagang adalah Merek yang digunakan oleh seseorang atau beberapa 
orang secara bersama - sama atau badan hukum untuk membedakan 
dengan barang - barang sejenis  lainnya. Pasal 1 Angka 3 mengatur 
bahwa yang dimaksud dengan merek jasa adalah merek yang digunakan 
pada jasa yang di perdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang 
secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan 
jasa - jasa lainnya. 
 Selain kedua merek tersebut, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2001 menentukan pula mengenai merek kolektif. Seperti yang diatur 
dalam Pasal 1 angka 4, Merek kolektif adalah merek yang digunakan 
pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama 
diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-
sama atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan 
dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.  
 3. Fungsi Merek  
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 Merek memegang peranan penting dalam perdagangan. Fungsi 
merek dibagi menjadi 3, yaitu:44 
 a. Fungsi tanda untuk membedakan (distinctive function) 
 Suatu merek memberikan identitas pada barang-barang atau jasa-
jasa yang ditandai merek dan sekaligus juga membedakan barang-
barang atau jasa-jasa tersebut dengan barang-barang atau jasa-jasa 
yang diproduksi dan diperdagangkan oleh produsen lain.  
 b. Fungsi jaminan mutu (quality product function) 
 Suatu merek dagang yang dibeli oleh konsumen, akan membentuk 
kesan dalam ingatan konsumen bahwa merek dagang tersebut 
merupakan lambang dan mutu barang-barangnya. Lambang dari 
mutu barang memberikan konsekuensi bahwa merek sebagai 
jaminan kepada para konsumen bahwa barang yang dibeli akan 
sama kualitas mutunya.  
 c. Fungsi daya tarik dan promosi (promotion and impression function) 
 Merek berfungsi sebagai pemberi daya tarik pada barang-barang 
dan jasa-jasa, serta sebagai reklame atau iklan bagi barang-barang 
atau jasa-jasa yang ditandai dengan merek tersebut. Daya tarik 
suatu merek sangat penting untuk menarik perhatian pembeli, 
sehingga merek biasanya dibuat dengan warna-warna yang menarik 
dan mudah diingat konsumen. Selain itu, kemasan dari produk 
tersebut merupakan media promosi yang langsung dapat dilihat oleh 
konsumen sendiri. 
 
 
 Tanda sebagai elemen dasar merek terdapat dalam Article 15, 
Article 16 dan Article 17 TRIPs, sebagai berikut :  
Article 15 (1)  TRIPs menetapkan merek adalah setiap tanda atau 
kombinasi dari tanda yang memiliki kemampuan untuk membedakan 
barang atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya harus 
dapat dinyatakan sebagai merek. Tanda-tanda seperti itu, dalam kata 
khusus termasuk nama orang, huruf-huruf, angka-angka, elemen figuratif, 
dan kombinasi dari warna-warna sebagaimana kombinasi dari tanda-tanda 
tersebut dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal tanda-tanda secara 
inheren mampu membedakan barang atau jasa yang relevan, negara 
anggota boleh menetapkan persyaratan pendaftaran berdasarkan daya 
pembeda yang diperoleh melalui penggunaan. Negara anggota boleh 
mensyaratkan pendaftaran bahwa tanda harus secara visual jelas dirasa 
atau dimengerti.  
                                                          
     
44
 Suyud Margono,2016,Hak Milik Industri,Pengaturan dan Praktik di Indonesia, Bogor: Ghalia 
Indonesia,2011,hlm.51-52 melalui Skripsi Istiqomah Andreany, Perlindungan Hukum Merek 
Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis, Fakultas Hukum UNS,hlm.46-47.  
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Article 16 Paragraph (1) TRIPs bahwa Pemilik merek dagang terdaftar 
memiliki hak ekslusif untuk mencegah semua  pihak ketiga yang tidak 
memiliki izin pemilik, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, 
tanda-tanda yang sama persis atau memiliki kemiripan, untuk barang atau 
jasa yang sama atau mirip dengan barang atau jasa atas mana merek 
dagang telah didaftarkan, di mana harus telah disimpulkan sebelumnya 
bahwa penggunaan semacam itu dapat mengakibatkan kebingungan. Hak 
yang jelas diatas tidak mengurangi hak yang sudah ada, dan tidak akan 
memengaruhi kemungkinan negara anggota menyediakan perlindungan 
hak merek dagang atas dasar penggunaan.  
Article 17 TRIPs bahwa Negara anggota juga dapat menetapkan 
perkecualian secara terbatas pada hak yang dilindungi sebagai merek, 
seperti penggunaan yang fair dan terminologi satu kata deskriptif, asalkan 
hak tersebut memperhitungkan kepentingan yang sah dari pemilik merek 
dan pihak ketiga.  
 
 Di Indonesia ketentuan yang sama diatur dalam UU No. 15 Tahun 
2001 tentang Merek, yang dalam Pasal 1 Angka 1 mengatur:  
Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-
angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang 
memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan 
barang atau jasa.  
 
 Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diketahui elemen 
merek yang memberikan kemampuan perlindungan sebagai merek, yaitu : 
1. Tanda 
2. Memiliki daya pembeda 
3. Penggunaan untuk perdagangan barang atau jasa. 45 
 
 Merek yang didukung dengan media periklanan membuat 
pengusaha mampu untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus 
mempertahankan loyalitas konsumen (constumer‟s loyalty) atas produk 
barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Inilah yang menjadikan merek 
sebagai suatu keunggulan kompetitif (competitive advantage) dan 
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 Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Global, 
Jakarta,Kencana, hlm 60.  
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keunggulan kepemilikan (ownership advantages) untuk bersaing di pasar 
global. 
 4. TRIPs dan Merek 
 Secara umum persetujuan TRIPs berisikan norma-norma yuridis 
yang harus dipatuhi dan dilaksanakan di bidang HKI, di samping 
pengaturan nengenai larangan melakukan perdagangan atas barang hasil 
pelanggaran HKI tersebut. Di dalam persetujuan TRIPs ini terdapat 
beberapa aturan baru di bidang HKI dengan standar pengaturan dan 
perlindungan yang lebih memadai dibandingkan dengan peraturan 
undang-undang Nasional (UU Hak Cipta, UU Paten dan UU Merek), 
dengan disertai pula sanksi keras berupa pembalasan (Cross Retaliation) 
di bidang ekonomi yang ditujukan kepada suatu negara (anggota) yang 
tidak memenuhi ketentuannya. 
 Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta 
menandatangani Dokumen Akhir Putaran Uruguay (GATT), dimana TRIPs 
termasuk salah satu di dalam kesepakatan tersebut. Sebagai 
konsekuensinya, Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundang-
undangan dengan ketentuan TRIPs. Penyesuaian-penyesuaian tersebut 
tidak hanya menyangkut penyempumaan, tetapi juga pembuatan produk 
hukum baru di bidang Hak Milik Intelektual (HKI), dengan disertai 
infrastruktur pendukung lainnya. 
 Secara keseluruhan, TRIPs telah mempengaruhi dan membantu 
terciptanya suatu kecenderungan yang umum kerah penyempurnaan 
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perundang-undangan merek. TRIPs berguna sebagai suatu kesempatan 
positif bagi suatu negara untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan 
nasional. 46 
 Ciri pokok persetujuan TRIPs adalah: 47 Pertama,  TRIPs berbicara 
tentang norma dan standar (tingkat atau kualitas pengaturan). Kedua, 
Dalam beberapa hal TRIPs mendasarkan diri atas prinsip "full compliance" 
terhadap konvensi-konvensi HKI yang telah ada dan menggunakannya 
sebagai basis minimal, tetapi dalam hal-hal tertentu mengisi kekosongan 
(misal "Rental Right Geographical Indications", jangka waktu perlindungan  
Paten  dan  Komputer  Program)  dan  bahkan  mengubah ketentuan 
dalam perjanjian intemasional yang telah ada (misalnya menentukan 
perlindungan untuk "Integrated Circuit" minimal 10 tahun, sementara 
Washington Treaty hanya menentukan minimal 8 tahun). Ketiga, karena  
keterkaitannya  yang  erat  dengan  perdagangan  intemasional, TRIPs  
memuat dan menekankan derajat yang tinggi mekanisme penegakan 
hukum dan penyesuaian perselisihan yang dikaitkan dengan kemungkinan  
pembalasan  silang  atau  Cross  Retaliation. Penyelesaian perselisihan 
akan berlangsung melalui panel. Apabila dalam panel terbukti bahwa 
suatu negara tidak melindungi secara efektif HKI, baik dalam 
pengaturannya ataupun penegakan hukum nya, dan secara nyata 
finansial akan memberi hak kepada negara  yang merasa dirugikan untuk 
mengambil tindakan balasan terhadap negara yang bersangkutan. 
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Tindakan balasan tersebut dapat berupa kuota peniadaan GSP, dan lain- 
lain. Pemilihan bidang pembalasan atau kondisi mana yang akan menjadi 
sasaran dengan sendirinya ditentukan oleh negara yang dirugikan. 
 Adapun mengenai pelaksanaan atau penetapan persetujuan TRIPs 
tersebut, pada prinsipnya ditentukan :48 
a. Dalam waktu satu tahun setelah persetujuan berlaku efektif, negara-
negara peserta tidak diwajibkan untuk mulai menerapkan 
persetujuan tersebut. lni berarti, bila ada yang telah siap, dapat saja 
segera menerapkannya atau melakukannya tetapi tidak dapat 
meminta negara lain untuk melakukan yang sama. 
b. Setiap negara berkembang dapat menunda penerapan persetujuan 
tersebut untuk jangka waktu empat tahun setelah selesainya masa 
satu tahun yang berlaku umum tadi (a). 
c. Selain negara berkembang, setiap negara peserta yang sedang 
melakukan pembenahan atau perubahan sistem ekonomi mereka 
dari sistem terpusat menjadi sistem ekonomi pasar, dan menghadapi 
permasalahan dalam penyesuaian peraturan perundang-undangan 
HKI-nya, dapat pula menikmati jangka waktu penundaan tersebut 
(b). 
d. Negara berkembang yang berdasar persetujuan TRIPs diwajibkan 
pula memberikan perlindungan Paten terhadap penemuan teknologi 
tertentu yang semula tidak diberikannya, dapat memperoleh 
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penundaan tambahan untuk selama lima tahun setelah berakhirnya 
masa penundaan untuk negara berkembang tersebut. 
e. Negara-negara paling terbelakang dapat menunda penerapan 
persetujuan TRIPs jangka waktu sepuluh tahun setelah masa 
penundaan umum tersebut (a), dan bila perlu masa tersebut dapat 
diperpanjang. 
 TRIPs dalam Putaran Uruguay (GATT) pada dasarnya merupakan 
dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasa 
semakin meluas yang tidak lagi mengenal batas-batas negara. Negara 
yang pertama sekali mengemukakan lahirnya TRIPs adalah Amerika, 
sebagai antisipasi yang menilai bahwa WIPO (Word Intellectual Property 
Organization) yang bernaung di bawah PBB, tidak mampu melindungai 
HKI mereka di pasar internasional yang mengakibatkan neraca 
perdagangan mereka menjadi negatif.49  
 Argumentasi mereka mengenai kelemahan-kelemahan WIPO 
adalah:50 
1. WIPO merupakan suatu organisasi dimana anggotanya terbatas (tidak 
banyak), sehingga ketentuan-ketetuannya tidak dapat diberlakukan 
terhadap non anggota. 
2. WIPO tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan dan menghukum 
setiap pelanggaran HKI. 
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 Di samping itu WIPO dianggap juga tidak mampu mengadaptasi 
perubahan struktur perdagangan intemasional dan perubahan tingkat 
invasi teknologi. Sejak tahun 1982, Amerika berusaha memasukkan 
permasalahan HKI ke forum perdangan GATT. Pemasukan HKI ini pada 
mulanya ditentang oleh negara-negara berkembang dengan alasan 
bahwa pembicaraan HKI dalam GATT tidaklah tepat. GATT merupakan 
forum perdagangan multilateral, sedangkan HKI tidak ada kaitannya 
dengan perdagangan. Namun akhirnya mereka bisa menerimanya setelah 
negara argumentasi bahwa kemajuan perdagangan (internasional) suatu 
negara bergantung pada kemajuan/keunggulan teknologinya termasuk 
perlindungan HKI nya. 
 Dengan masuknya HKI, GATT yang semula hanya mengatur 12 
permasalahan, kini telah ada 15 permasalahan, 3 diantaranya merupakan 
kelompok New Issues, yaitu TRIPs (masalah HKI), TRIMs (Masalah 
investasi) dan Trade is Service (masalah perdagangan yang berkaitan 
dengan sektor jasa).  
 C. Merek Terkenal Secara Umum  
 Pengertian merek terkenal sampai saat ini belum memiliki definisi 
yang tetap, karena sampai saat ini masih menjadi perdebatan mengenai 
merek terkenal terkait definisi dan dan kriterianya. Suatu merek yang 
sudah menjadi merek terkenal memiliki kekuatan pancaran yang 
memukau dan menarik sehinga tercipta kemasyuhran dalam suatu merek 
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tersebut. Berdasarkan tingkat sentuhan kemasyhuran atau tingkat 
keterkenalan yang dimiliki berbagai merek dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :51 
1. Merek Biasa  
 Merek biasa atau normal marks adalah merek yang tidak memiliki 
reputasi tinggi dan jangkauan pemasarannya sangat sempit. Merek 
normal tidak menjadi incaran pengusaha untuk ditiru karena dianggap 
kurang memberi pancaran simbol baik dari segi pemakaian maupun 
teknologi.  
2. Merek Terkenal 
 Merek terkenal atau well-known mark memiliki reputasi tinggi 
karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian dan 
menjadi idaman serta pilihan utama bagi semua konsumen. Lambangnya 
memiliki kekuatan yang menarik sehingga barang apapun yang berada 
dibawah merek itu memiliki ikatan mitos bagi segala lapisan konsumen.  
3. Merek Termasyhur 
 Tingkat derajat yang tertinggi adalah merek termasyhur atau 
famous mark. Famous mark dan well-known pada umumnya susah 
dibedakan namun famous mark pasarannya hampir seluruh dunia dengan 
reputasi internasional, produksinya hanya untuk golongan tertentu saja 
dengan harga yang sangat mahal.  
 Justifikasi perlindungan hak atas merek terkenal menurut Bently 
and Sherman yaitu: 52 
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1. Perlindungan merek sebagai imbalan kreatifitas. Dengan demikian, 
hukum merek mendorong produksi akan produk-produk bermutu dan 
secara berlanjut menekan mereka yang berharap dapat menjual 
barang-barang bermutu rendah dengan cara memanfaatkan kelemahan 
konsumen utnuk menilai mutu barang secara cepat. Hal ini 
diungkapkan oleh hakim Breyer dari Mahkamah Agung AS (kasus 
Qualitex v. Jacobson Products 115 S Ct 1300 (1995)), yang 
menyatakan bahwa hukum merek membantu „untuk menjamin seorang 
produsen bahwa dialah (dan bukan pesaingnya yang memalsukan 
merek) yang akan meraih keuntungan finansial, imbalan berupa 
reputasi yang dikaitkan dengan produk terkait‟. 
2. Informasi ini merupakan justifikasi utama perlindungan merek terkenal, 
karena merek terkenl digunakan dalam meningkatkan pasokan 
informasi kepada konsumen dan dengan demikian meningkatkan 
efisiensi pasar. Merek terkenal dengan pembeli dilakukan dalam rangka 
mebuat pilihan belanja. Dengan melindungi merek terkenal, lewat 
pencegahan pemalsuan melalui pihak lain, maka akan menekan biaya 
belanja. Belanja dan pilihan dapat dilakukan secara lebih singkat, 
karena seseorang konsumen akan yakin dengan merek yang dilihatnya 
memang berasal dari produsen yang yang diperkirakannya. Peran iklan 
dalam dunia industri yang semakin dominan menjadikan perlindungan 
erek terkenal menjadi semakin penting. Menurut Bently dan Sherman, 
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argumentasi paling meyakinkan bagi perlindungan Merek adalah bahwa 
mereka digunakan dalam kepentingan umum dalam hal meningkatkan 
pasokan informasi kepada konsumen dan dengan demikian 
meningkatkan efisiensi pasar. Bently dan Sherman mengutip 
Economides, bahwa dengan mencegah orang lain melakukan peniruan 
merek, maka hukum merek “menurunkan biaya bagi konsumen dalam 
belanja konsumen dan dalam membuat keputusan pembelian… karena 
secara cepat dan secara mudah memberikan jaminan bagi konsumen 
potensial bahwa barang dengan Merek terkait dibuat oleh produsen 
yang sama sebagaimana barang dengan Merek yang sama yang 
pernah dilihatnya di waktu lalu.” 
  Teori Etis, dasar perlindungan hak atas merek terkenal yang 
landasannya adalah keadilan (justice). Secara khusus prinsipnya adalah 
seseorang tidak boleh menuai dari yang tidak ditanamnya. Secara lebih 
khusus, bahwa dengan mengambil merek milik orang lain, seseorang 
telah mengambil keuntungan dari nama baik (goodwill)  yang dihasilkan 
oleh pemilik merek yang asli. Kaitannya ke lingkup yang lebh luas dari 
kegiatan perdaganagan adalah perlindungan dari persaiangan curang dan 
pengayaan diri sendiri secara tidak adil.  
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 Adapun bentuk pelanggaran terhadap merek terkenal diatur dalam 
WIPO Intellectuaal Property Handbook: Policy,Law and Use, sebagai 
berikut:53 
1. Trademark Piracy (Pembajakan): 
Trademark Piracy (Pembajakan) menurut WIPO Handbook adalah 
sebagai berikut: 
 Trademark piracy means the registrasion or use of a generally well-
known foreign trademark that is not registered in the country or is invalid 
as a reasult of non-use.Terjemahannya adalah: Pembajakan merek 
dagang berarti pendaftaran atau penggunaan merek dagang  asing 
umumnya terkenal yang tidak terdaftar di negara itu atau tidak valid 
sebagai  akibat dari tidak digunakan. Berdasarkan pengertian diatas, 
maka hal utama yang menimbulkan trademark piracy (pembajakan) 
adalah adanya penerimaan permohonan pendaftaran merek atas nama 
pihak yang tidak berhak atas merek terkenal asing.  
 
2. Counterfeiting (Pemalsuan) 
 Counterfeiting (Pemalsuan) menurut WIPO Handbook adalah 
sebagai berikut: Counterfeiting is first of all the imitation of a product. The 
counterfeit is not only identical in the generic sense of the term. It also 
gives the impression of being a genuine product (for instance a LOUIS 
VUITTON), originating from the genuine manufacturer or trader 
Terjemahannya adalah: Pemalsuan adalah imitasi produk. Produk palsu 
yang tidak hanya mirip dalam ucapan. Tapi juga memberikan kesan 
sebagai produk asli (misalnya tas LOUIS VUITTON), berasal dari pabrikan 
atau pedagang asli.  
 Berdasarkan pengertian  counterfeiting  (pemalsuan), maka hal 
penting untuk terjadinya counterfiting (pemalsuan) adalah adanya kesan 
bahwa produk palsu merupakan produk asli, tidak cukup hanya dengan 
adanya kemiripan ucapan.  
3. Imitation of Labels and Packaging (Imitasi Label dan Kemasan) 
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 Imitation of Labels and Packaging (Imitasi Label dan Kemasan) 
menurut WIPO Handbook adalah sebagai berikut: As in the case of 
counterfeiting, the label or packaging of the competing product is imitated, 
but in this case the imitation deos not give the impression of being the 
genuine one. If one compares the genuine product and the imitation side 
by side, although consumer seldom procced in this way, one can 
distinguish them and the imitation does not usually hide behind thye 
manufacturer of the genuine product; he trades under his own name. 
Terjemahannya adalah: Dalam  persoalan  pemalsuan, label atau 
kemasan produk  kompetitor diimitasikan, tapi dalam persoalan imitasi 
tidak memberikan kesan sebagai produk asli. Jika konsumen 
membandingkan produk produk asli dan produk imitasi secara 
berdampingan, meskipun konsumen jarang melakukan hal demikian, 
konsumen tersebut dapatmembedakan keduanya dan pelaku imitasi 
biasanya berlindung dibalik pabrikan produk asli, dia berdagang atas 
namanya sendiri. Berdasarkan pengertian Imitation of Labels and 
Packaging, maka perlu dilakukan perbandingan secara berdampingan 
antara produk asli dan produk imitasi karena penggunaan merek ini selalu 
menimbulkan kebingungan atau menyesatkan karena mirip dengan merek 
pesaingnya.   
 
 D. Hak Ekslusif Pada Merek Terkenal 
 Di Indonesia hak ekslusif pemilik merek terdaftar diatur dalam Pasal 
3 UU Merek. Pemilik merek terdaftar memiliki hak ekslusif untuk 
menggunakan mereknya dan memberikan izin bagi pihak lain untuk 
menggunakan mereknya.54 Berdasarkan TRIPS ditegaskan bahwa pemilik 
merek dagang terdaftar memiliki hak ekslusif untuk mencegah semua 
pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik, untuk menggunakan dalam 
kegiatan perdagangan, tanda-tanda yang sama persis atau memiliki 
kemiripan, untuk barang atau jasa yang sama atau mirip dengan barang 
atau jasa atas merek telah didaftarkan, di mana harus telah diprediksi 
sebelumnya bahwa penggunaan semacam itu dapat mengakibatkan 
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kebingungan.55 Hak ekslusif (exclusive right) diartikan sebagai : “one 
which only the grantee there of can exercise and from which all others are 
prohibited or shut out.” Manakala suatu merek telah disetujui untuk 
didaftar, maka pemilik merek terdaftar memiliki hak ekslusif untuk 
menggunakan merek terdaftar tersebut. 56 
  Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem 
deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Undang-undang Merek Tahun 
2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama 
dengan UU sebelumnya yakni UU No. 19 Tahun 1992 dan UU No. 14 
Tahun 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam UU Merek 
Indonesia, yang semula menganut sistem deklaratif (UU No. 21 tahun 
1961). 
 Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status 
bahwa pendaftar dianggap pemakai pertama sampai ada orang lain yang 
memberikan sebaliknya. Berbeda dengan sistem deklaratif pada sistem 
konstitutif baru akan menimbulkan hak apabila telah didaftarkan oleh si 
pemegang. Oleh karena itu dalam sistem ini pendaftaran adalah 
merupakan suatu keharusan. Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan 
atas pemakaian pertama,siapa yang memakai pertama sesatu merek 
dialah yang dianggap yang berhak menurut hukum atas merek 
bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas 
merek, bukan pendaftaran. 
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 Pada sistem deklaratif orang yang berhak atas merek bukanlah 
orang yang secara formal saja terdaftar mereknya tetapi haruslah orang-
orang yang sungguh-sungguh menggunakan atau memakai merek 
tersebut. Dalam pandangan pro dan kontra terhadap sistem pendaftaran 
merek itu, telah menganjurkan agar sebaiknya kita beralih pada sistem 
konstitutif. Alasan utamanya adalah demi kepastian hukum. 57 Dengan 
kata lain, orang yang telah mendaftarkan mereknya tidak akan merasa 
was-was lagi terhadap tunututan dari orang lain, sebab dengan 
pendaftaran mereknya itu ia telah dilindungi oleh undang-undang. 
Sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 3 UU Merek.  
Selanjutnya Pasal 4 UU Merek 2001 menetapkan pula bahwa: 
 “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan 
oleh pemohon yang ber iktikad tidak baik” 
 Jadi ditekankan di sini bahwa hak atas merek tercipta karena 
pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama yang disebut sistem 
Konstitutif. 
 Hak ekslusif yang terdapat dalam hak merek, menurut Yahya 
Harahap meliputi jangkauan :58 
a.  menciptakan hak tunggal (sole or single right), artinya dalam hal ini 
negara memberi hak tersendiri kepada pemilik merek, dimana hak 
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terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan dari 
intervensi pihak lain. 
b. mewujudkan hak monopolistis (monopoly right), artinya dengan hak 
monopoly berarti melarang siapapun untuk meniru, memakai dan 
mempergunakan mereknya dalam perdaganagan barang atau jasa 
tanpa izin pemilik merek 
c. memberi hak paling unggul (superior right), artinya dengan 
memegang hak khusus atas merek akan mengungguli merek orang 
lain utnuk dilindungi. 
 Hak ekslusif yang berupa hak monopoli tersebut telah dijamin 
sepenuhnya dalam Pasal 50b UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dengan tegas 
menyatakan, “Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah 
perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti 
lisensi,paten,merek dagang,hak cipta, desain industri, rangkaian 
elektronika terpadu, dan rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan 
dengan waralaba”. Dalam hak merek, yang merupakan hak kekayaan 
intelektual, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pemiliknya, tetapi juga 
masyarakat luas.  
 Dalam Undang-undang ini juga mengatur tentang hak prioritas, 
yaitu hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari 
negara yang tergabung dalam Paris Convention for the Protection of 
Industrial Property atau Agreement Estabilishing the World Trade 
42 
 
Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal prioritas di 
negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu 
selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah 
ditentukan berdasarkan Paris Convention for the Protection of Industrial 
Property59. Di Indonesia pendaftaran merek dengan Hak Prioritas diatur 
dalam Pasal 11 dan 12 Undang-undang Merek. 
 Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan 
dalam waktu paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal penerimaan 
permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, 
yang merupakan anggota Paris Convention for the Protection of Industrial 
Property atau anggota Agreement Estabilishing the world  the world Trade 
Organization. 60  
 Dalam Konvensi Paris, hak prioritas diatur dalam Pasal 4 Konvensi 
Paris, hal tersebut ialah setiap orang yang mengajukan permohonan atau 
penggunaan merek dagang di salah satu negara peserta konvensi atau 
ahli warisnya akan mendapatkan hak prioritas dalam pengajuan di negara 
peserta lainnya selama periode waktu yang akan ditetapkan kemudian. 
Hak prioritas merupakan wujud dari prinsip National Treatment dan Most 
Favoured Nation yang diatur dalam perjanjian TRIPs yang mengacu pada 
Konvensi Paris dan GATT. 61 
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 Hak prioritas wajib diakui pada setiap pendaftaran secara nasional 
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara 
anggota Konvensi Paris atau setelah adanya perjanjian bilateral. Dengan 
pendaftaran nasional maka tanggal penerimaan pendaftaran (filling date) 
di negara yang ditetapkan. 62 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 A. Tipe Penelitian  
 Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan  penelitian dalam kajian 
hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem 
norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,norma, 
kaidah, dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam 
hal ini penulis akan mengkaji dan menganalisis mengenai penyelesaian 
sengketa merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2001 Tentang Merek, TRIPs Agreement dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 
557K/Pdt.Sus-HKI/2015. 
 B. Metode Pendekatan  
 Peter Mahmud Marzuki membagi macam-macam pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian hukum yaitu : Pendekatan undang-undang  (statute 
approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical 
approach), pendekatan komparatif (comparative approach) , pendekatan 
konseptual (conseptual approach).63 
 Tipe Penelitian yang digunakan yakni hukum normatif , maka 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute 
approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan 
perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah  semua 
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undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang 
sedang dikaji.64 Pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dilakukan 
dengan menelaah konsep dari pendapat ahli hukum (doktrin hukum) yang 
berkaitan dengan masalah yang dikaji.   
 C. Bahan Hukum 
 Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-
sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan 
hukum sekunder serta bahan non hukum. 
1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoriatif 
artinya  memiliki otoritas. Bahan hukum primer yang penulis gunakan 
dalam penulisan ini yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang 
Merek, TRIPs Agreement serta Putusan Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 557K/Pdt.Sus-HKI/2015. 
2. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 
meliputi buku hukum,skripsi, tesis, disertasi yang berkaitan dengan 
masalah yang akan dikaji. 
 
D. Analisis Bahan Hukum  
 Bahan hukum yang telah diperoleh dari Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2001, TRIPs Agreement, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 
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557K/Pdt-SusHKI/2015 dan doktrin-doktrin yang terdapat pada buku ataupun 
jurnal serta internet yang mengulas mengenai merek. Referensi melalui skripsi, 
tesis, disertasi dan beberapa modul perkuliahan yang selanjutnya akan 
dianalisis secara kualitatif berdasarkan rumusan permasalahan, kemudian 
disajikan secara preskripsi yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan 
menetapkan kepastian hukum sengketa merek khususnya merek terkenal di 
Indonesia dan bagaimana dampaknya pada lingkup global. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Tinjauan Putusan Nomor 557K/Pdt.Sus-HKI/2015 terhadap UU No. 15 
tahun 2001 tentang Merek dan TRIPS Agreement  
 
 
 Dalam sengketa merek PIERRE CARDIN yang mana penggugat 
bernama Pierre Cardin seorang perancang (designer) asal Perancis menggugat 
Alexander Sartyo Wibowo selaku tergugat I dan Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual c.q Direktorat Merek selaku tergugat II. Unsur yang 
menjadi dasar penggugat melaporkan tergugat I dan tergugat II karena 
pendaftaran merek PIERRE CARDIN oleh tergugat I dianggap memiliki “iktikad 
tidak baik” sehingga seharusnya tidak dapat didaftarkan jika ditinjau dari Pasal 
4 UU Merek No. 15 Tahun 2001. Pembaharuan yang ditetapkan pada UU 
Merek baru No.20 tahun 2016 bagi pemohon yang memiliki iktikad tidak baik 
yaitu permohonan haruslah ditolak sesuai Pasal 21 angka 3, sehingga terdapat 
perbedaan bahwa UU Merek lama menekankan untuk tidak dapat didaftarkan 
sedangkan UU Merek baru haruslah ditolak. Pemohon yang beriktikad baik 
adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa 
ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek 
pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat pada pihak lain itu atau 
menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan 
konsumen65.  
 Adapun yurisprudensi hukum berdasarkan keputusan tetap putusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia No.150K/Pdt/1984 menyebutkan : 
“terhadap pendaftar/pemakai merek yang sama, baik bentuk huruf maupun 
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tulisannya sama dengan merek milik orang lain dikwalifisir sebagai pendaftar 
yang beriktikad tidak baik”. 66  
  Menurut Penggugat yang berdalil bahwa tergugat I telah mendaftarkan 
Merek dan logo atas nama PIERRE CARDIN yang sama dengan nama 
penggugat (Pierre Cardin) kepada tergugat II (Direktorat Merek) yang memiliki 
persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya, sehingga jelas tergugat 
telah memiliki iktikad tidak baik (bad faith) sebagaimana yang ditetapkan Pasal 
4 dan Pasal 6 UU Merek. Mengingat bahwa:67 
 a. Merek kata PIERRE CARDIN dan logo PIERRE CARDIN bukanlah 
kata biasa maupun logo yang umum/lazim digunakan dalam 
pergaulan/percakapan Bangsa Indonesia, sehingga sangatlah tidak rasional 
apabila dikemudian Tergugat I yang seorang WNI mendaftarkan Merek dagang 
kata PIERRE CARDIN dan logo PIERRE CARDIN 
 b. Adanya persamaan/kemiripan (identic) atas susunan dan karakter 
huruf/suku kata dan bunyi pengucapannya (pronounciation) serta logo/ gambar 
pada Merek Dagang kata PIERRE CARDIN atas nama Penggugat, hal mana 
secara yuridis memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya 
dengan merek dagang dan logo PIERRE CARDIN milik Penggugat yang sudah 
terkenal (wellknown mark) dan terdaftar diberbagai Negara di seluruh dunia, 
yang notabenenya juga merupakan bagian dari nama Penggugat yang terkenal. 
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 Putusan Nomor 557K/Pdt.Sus-HKI/2015 halaman 6-7 diakses melalui 
putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 13 Maret 2017 
 
 
 c. Merek Dagang kata PIERRE CARDIN Daftar Nomor IDM000223196 
Kelas 03, Merek Dagang PIERRE CARDIN dan logo Daftar Nomor 
IDM0000234122 Kelas 03, Merek Dagang PIERRE CARDIN dan logo “P” 
Daftar Nomor IDM000028783 Kelas 03 atas nama Tergugat tersebut secara 
tegas menggunakan unsur nama Penggugat (Pierre Cardin), padahal tidak 
pernah ada izin atau persetujuan dari penggugat atas penggunaannya tersebut.  
 Pasal 4,5, dan 6 UU Merek menentukan bahwa merek tidak dapat 
didaftarkan atas iktikad tidak baik, merek juga tidak dapat didaftar apabila 
merek tersebut mengandung salah satu unsur yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan 
atau ketertiban umum, dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan 
barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.  
 Permohonan merek juga harus ditolak apabila merek tersebut 
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek 
pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa yang 
sejenis, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 
indikasi geografis yang sudah dikenal sesuai ketetapan UU Merek.68 
 Berdasarkan ketentuan persyaratan merek agar dapat didaftarkan, 
sesuatu dapat dikategorikan dan diakui sebagai merek apabila : 
 a. Mempunyai daya pembeda. 
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 b. Merupakan tanda pada barang atau jasa (unsur-unsur gambar,  
 nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi   dari 
 unsur-unsur tersebut). 
 c. Tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan  kesusilaan 
dan ketertiban umum. 
 d. Bukan menjadi milik umum. 
 e. Tidak merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang  atau 
jasa yang dimintakan pendaftaran.  
 Berdasarkan uraian di atas bahwa mengenai dalil penggugat tentang 
kategori pendaftaran merek dagang dan logo PIERRE CARDIN yang memiliki 
iktikad tidak baik maka penulis akan menganalisis dalil – dalil yang diajukan 
Penggugat ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat serta Eksepsi dari Tergugat I 
dan II yang dianalisis melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 557K/Pdt.Sus-
HKI/2015.  
 Dalil-dalil yang Penggugat ajukan terhadap Tergugat I dan II di depan 
persidangan Pengadilan Niaga pada pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada 
pokoknya atas dalil sebagai berikut: 
 Bahwa Penggugat (Pierre Cardin) adalah seorang perancang (designer) 
yang namanya sangat terkenal di berbagai negara yakni lebih dari 50 negara. 
Keterkenalannya telah dimulai sejak tahun 1950-an, sebagai desainer dengan 
mode futuristiknya pada pakaian wanita. Selain pakaian wanita kreasi 
perancangan mode Penggugat juga berkembang pada desain furniture, desain 
interior, perhiasan dan termasuk produk parfum yang diluncurkannya pertama 
kali pada tahun 1972 dengan merek “Pierre Cardin Por Monsieur”. Kontribusi 
Penggugat yang dijuluki Master of Invention selama enam dekade serta 
penggugat jugalah yang memperkenalkan strategi ritel dan lisensi pada dunia 
 
 
mode, sehingga dianugerahi Superstar Award oleh Fashion Group International 
(FGI). Penggugat juga menganggap bahwa Penggugat merupakan pemilik hak 
ekslusif atas merek dagang dan logo PIERRE CARDIN  yang mulai 
digunakannya sejak awal Maret 1974 untuk melindungi beberapa jenis kelas 
antara lain kelas: 3,5,6,8,9,10,11,14,16,17,18,20,21,24,25, dan 33.  Di Negara 
Indonesia Merek dagang dan logo PIERRE CARDIN terdaftar pada Direktorat 
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q Direktorat Merek yang termasuk 
diantaranya dalam beberapa kelas antara lain kelas: 
3,9,10,12,16,18,20,21,23,24,25,30,32,33 dan 34 dan untuk jenis barang dalam 
kelas 3. Merek Dagang PIERRE CARDIN dan logo atas nama Penggugat telah 
terdaftar dan juga masih dalam proses permohonan pendaftarannya pada 
Kantor Direktorat Merek-Dirjen HKI, yakni : Merek Dagang PIERRE CARDIN 
kelas 3 di bawah Daftra Nomor IDM000192198 yang diperpanjang dengan 
Nomor R002008005130 tanggal 6 Februari 2009, Permohonan Pendaftaran 
Merek Dagang PIERRE CARDIN Agenda Nomor D00.2014.051659 kelas 3 
tanggal 11 November 2014,Permohonan Pendaftaran Logo PIERRE CARDIN 
Agenda Nomor D00.2014.051658 kelas 3 tanggal 11 November 2014. Bukti 
Pendaftaran Merek Dagang PIERRE CARDIN adalah sebagai simbol di 
hadapan masyarakat mengenai produk asli yang berasal dari Penggugat 
dengan kualitasnya yang baik. Permohonan pendaftaran Merek dagang dan 
logo PIERRE CARDIN juga dilandasi iktikad tidak baik karena menurut 
Penggugat Merek Dagang dan logo tersebut bukanlah kata biasa yang 
umum/lazim digunakan dalam pergaulan/percakapan Bangsa Indonesia, 
sehingga sangatlah tidak rasional apabila  kemudian Tergugat I yang seorang 
 
 
WNI mendaftarkan merek dagang dan logo PIERRE CARDIN sebagai merek 
produknya sendiri. Terdapat persamaan (identic) dan karakter huruf/suku kata 
dan bunyi pengucapan (pronounciation) serta logo/gambar pada merek dagang 
tersebut. Penggugat pun mendalilkan bahwa Tergugat I secara jalan pintas 
(passing off) mendompleng ketenaran yang berakibat kerugian pada pihak 
Penggugat karena menimbulkan persaingan curang, ceroboh dan menyesatkan 
konsumen. Dipaparkan pula pada putusan MARI Nomor 220PK/Pdt/1986 
tanggal 16 Desember 1986 telah jelas menyebutkan : “Bangsa Indonesia wajib 
menekankan perlunya penggunaan merek yang menunjukkan identitas nasional 
dan tidak menggunakan merek yang berbau asing, apalagi meniru merek-
merek asing yang sudah terkenal”.  
 Adapun Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II pada pokoknya 
adalah sebagai berikut:  
 Eksepsi Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Penggugat telah 
kadaluarsa (lewat waktu) karena penggugat baru mengajukan gugatan yang 
terdaftar dalam register perkara pada tanggal 4 Maret 2015, dengan objek 
gugatan adalah pembatalan merek dagang. Bahwa berdasarkan ketentuan 
Pasal 69 Ayat (1) UU Merek yang menetapkan : “gugatan pembatalan 
pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 
sejak tanggal pendaftaran merek”. Adapun maksud dari diberikannya batasan 
waktu sebagaimana diatur pada Pasal 69 Ayat (1) UU Merek agar memberikan 
kepastian hukum atas terdaftarnya merek dalam daftar umum merek. Bahwa 
merek-merek tergugat I yaitu Merek Dagang dan logo merupakan sah milik 
Wenas Widjaja berdasarkan ketetapan Putusan Mahkamah Agung Republik 
 
 
Indonesia Nomor Pendaftaran 120180 tertanggal 29 Juli 1977 Putusan 
Pengadilan Jakarta Pusat, kemudian diperpanjang dengan Nomor Pendaftaran 
199049 tertanggal 24 Oktober 1985 kemudian diperpanjang kembali dengan 
Nomor pendaftaran 367691 pada tanggal 24 Oktober 1995. Terjadi peralihan 
hak kepada Raimin pada tanggal 24 Oktober 1985 terdaftar dalam daftar umum 
dengan Nomor 199049, yang kemudian terjadi pemindahan hak kepada Eddy 
Tan dan tercatat pada tanggal 18 Mei 1987 tercatat pemindahan hak dari Eddy 
Tan Kepada Alexander Sartyo Wibowo sebagai pemegang hak Ekslusif merek 
dagang dan logo PIERRE CARDIN. Tergugat berdalil bahwa telah ada rentang 
waktu 30 (tiga puluh) tahun untuk pendaftaran merek Tergugat I ditunjukkan 
dengan nomor registari serta perpindahan hak pada merek dagang dan logo 
PIERRE CARDIN. Merek-merek yang didaftarkannya pun dianggap memenuhi 
kwalifikasi dan tidak melanggar ketertiban umum mengingat tidak ada suatu 
elemen apapun milik Tergugat I yang melanggar ketertiban umum. Adanya 
batasan waktu tersebut dapat berpengaruh terhadap kredibilitas Pemerintah 
Republik Indonesia c.q Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia c.q Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual c.q Direktorat 
Merek. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 3 jo. Pasal 28 Undang-undang 
Merek, yang menentukan pada Pasal 3 “Hak atas merek adalah hak ekslusif 
yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum 
untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau 
memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya”, selanjutnya Pasal 
28 menentukan “Merek terdaftar mendapat perlindungan untuk jangka waktu 10 
(sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu 
 
 
dapat diperpanjang”. Selain daripada jangka waktu yang telah lewat, Tergugat I 
juga menyatakan bahwa produknya memiliki daya pembeda yaitu selalu 
mencantumkan PT.Gudang Rejeki, sehingga jika dianalisis terdapat unsur yang 
membolehkan untuk dilakukan pendaftaran sesuai Pasal 5 UU Merek dan UU 
Merek baru pada Pasal 20 huruf e.  
 Eksepsi Tergugat II Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q 
Direktorat Jenderel Hak Kekayaan Intelektual c.q Direktorat merek 
menyebutkan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa, hal 
tersebut karena penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 4 Maret 
2015, sedangkan objek gugatan Penggugat adalah pembatalan merek dagang 
terdaftar milik Tergugat I diantaranya: Merek PIERRE CARDIN nomor 
pendaftaran IDM000223196 tanggal 20 Oktober 2009 filling date 28 April 2010 
dengan tanggal pendaftaran pertama kali tanggal 18 Februari 2004 untuk 
melindungi jenis barang kelas 3, bahwa adapun maksud dan tujuan 
diberikannya batasan waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 
Ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah untuk 
memberikan kepastian hukum atas terdaftarnya merek-merek dalam Daftar 
Umum Merek dan selanjutnya adanya batasan waktu tersebut dapat 
berpengaruh terhadap kredibilitas Direktorat Jenderal HKI c.q Direktorat Merek.  
 Dari Hasil pemaparan dalil Penggugat untuk menggugat Tergugat I dan 
II beserta Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II di atas maka penulis menilai 
bahwa unsur yang didalilkan Penggugat sebagai pemohon dengan iktikad tidak 
baik kepada Tergugat I memang merupakan sebuah bad faith atau iktikad tidak 
baik karena merek dagang dan logo PIERRE CARDIN milik nama orang 
 
 
terkenal seorang designer asal Perancis yang namanya telah terkenal di lebih 
50 negara serta menyerupai pada pokoknya maupun keseluruhan dengan milik 
Tergugat I yang dimohonkan pendaftarannya kepada Tergugat II serta telah 
diberikan bukti-bukti kepemilikan sah atas nama Penggugat dengan merek 
PIERRE CARDIN yang didaftarkan oleh Tergugat I, sekalipun hal tersebut 
menurut Tergugat II (Direktorat Merek) merupakan hal yang berlebihan karena 
untuk menilai suatu merek terkenal maka harus ada indikator-indikator lain. 
Salah satu Hakim Agung  berbeda pendapat (dissenting opinion) pada 
musyawarah Majelis Hakim. Hakim menafsir bahwa “iktikad tidak baik” oleh 
Tergugat I telah sesuai, bahwa benar hal tersebut adalah iktikad tidak baik. 
Hakim  Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi, Penggugat 
dapat dibenarkan, karena fakta-fakta telah terbukti : 
 a. Bahwa benar nama asli Penggugat adalah “PIERRE CARDIN” 
 b.Bahwa benar nama asli Penggugat merupakan nama yang  dipakai 
sebagai merek dagang dan logo penggugat “PIERRE  CARDIN”, yang 
sudah terkenal dan terdaftar di banyak negara 
 c.Bahwa sudah merupakan pengetahuan umum bahwa merek 
 “PIERRE CARDIN” merupakan merek dagang yang sudah dikenal  dan 
terkenal di berbagai Negara.  
 
 
 
 
 Menimbang, bahwa merek dagang suatu produk tidak hanya bermakna 
sekedar nama atau tulisan, akan tetapi lebih jauh juga mengandung arti dan 
maksud yang dapat berhubungan langsung dengan produk yang bersangkutan, 
di samping itu merek atau nama yang tertulis pada suatu produk juga dapat 
merupakan ciri atau pembeda dari daerah mana (dalam negeri) atau dari 
negara mana (luar negeri) asal-usul produk tersebut, serta tulisan merek dan 
logo produk merupakan nama asli Penggugat yang telah dibuktikan dengan 
bukti-bukti yang sah di depan pengadilan juga ditunjang bahwa nama tersebut 
merupan nama Pierre Cardin yang bukan merupakan bahasa Indonesia, akan 
tetapi merupakan bahasa atau tulisan dalam bahasa asing. Putusan MARI 
Nomor 220 PK/Pdt/1986 tanggal 16 Desember 1986 telah jelas menyebutkan: 
“Bangsa Indonesia wajib menekankan perlunya penggunaan merek yang 
menunjukkan Identitas nasional dan tidak menggunakan merek yang berbau 
asing, apalagi meniru merek-merek asing yang sudah terkenal”. 69 Hal tersebut 
sejalan dengan cita-cita Pemerintah Indonesia dengan  dibuatnya 
pembaharuan UU Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis ,ditambahkan Indikasi geografis pada judul Undang-undang sehingga 
diharapkan dapat menjamin potensi ekonomi lokal dan nasional yang lebih 
memadai.  
 Penulis berpendapat perlu dianalisis pula Eksepsi Tergugat I dan 
Tergugat II yang mana penulis melihat bahwa, daluwarsa yang dimaksudkan 
kepada Penggugat dapat diterima karena telah melewati waktu 5 tahun dari 
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ketetapan yang seharusnya sesuai UU Merek lama yang berlaku pada putusan 
Mahkamah Agung Nomor 557K/Pdt.Sus-HKI/2015. Konsistensi dan kredibilitas 
Direktorat merek menurut Penulis memang haruslah dijaga dan terus 
ditingkatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia, tetapi perlu diingat bahwa Indonesia menjadi bagian dari TRIPS 
Agreement artinya Indonesia haruslah tetap mewujudkan sistem perdagangan 
internasional yang terbuka, adil, dan tertib serta bebas dari hambatan serta 
pembatasan yang selama ini dinilai tidak menguntungkan perkembangan 
perdagangan internasional tersebut. Penulis menilai bahwa Tergugat II 
(Direktorat merek) hanya menjaga nama baik kelembagaan semata, tanpa 
melihat secara objektif suatu permohonan yang ingin diajukan oleh Pemohon 
apakah dapat memberikan dampak yang lebih luas atau tidak. 
 Penjelasan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Estabilishing The World Trade Organization 
(Persetujuan pembentukan organisasi Perdagangan Dunia) menjelaskan 
bahwa Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in 
Counterfeit Goods/ TRIPs (Aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak 
Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang palsu). Perundingan di 
bidang ini bertujuan untuk :70  
 a. Meningkatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual  dari 
produk-produk yang diperdagangkan 
 b. Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual yang  tidak 
menghambat kegiatan perdagangan 
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 c.Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan 
 perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual 
 d.Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama 
 internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil 
 pemalsuan atau pembajakan atas Hak Kekayaan Intelektual. 
 Kesemuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah dilakukan 
oleh World Intellectual Property Organization (WIPO).  
 Pembaharuan Undang - undang Merek baru yaitu UU Merek No.20 
tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan kepastian 
hukum terhadap pendaftaran merek internasional. Ketentuan tersebuat jelas 
tertuang pada BAB VII Pasal 52 ayat 1-4 tentang Permohonan Pendaftaran 
Merek Internasional. Pasal tersebut menetapkan permohonan pendaftaran 
merek yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional melalui 
Menteri oleh Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial 
yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permohonan 
tersebut ditujukan agar kegiatan usaha atau produk dapat dipasarkan secara 
internasional. Penulis berpendapat bahwa Kepastian Hukum tersebut telah 
mengakomodir pengusaha yang ingin melebarkan daya kreatifitas produknya 
hingga ke tingkat Internasional. Pembaharuan Undang-undang Merek telah 
menyesuaikan dengan progresifitas kebutuhan masyarakat Indonesia.  
B. Konsekuensi Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 557K/Pdt.Sus-
HKI/2015 terhadap merek terkenal di Indonesia  
 Konsekuensi yuridis dari putusan Mahkamah Agung Nomor 
557K/Pdt.Sus-HKI/2015 jika dianalisis implikasi hukumnya, maka haruslah 
dilihat landasan Majelis Hakim memutus perkara tersebut pada tingkat Kasasi. 
 
 
Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan menolak pengajuan dan 
pembatalan merk PIERRE CARDIN yang diajukan oleh Penggugat dalam hal 
ini pengajuan gugatan telah yang kedua kalinya  setelah pengajuan gugatan 
pembatalan yang pertama ditolak. Menurut Mahkamah Agung, berdasarkan 
pembuktian bahwa Tergugat I adalah pemakai dan pendaftar pertama di 
Indonesia atas merek PIERRE CARDIN yang telah mendaftarkannya pada 
tanggal 29 Juli 1977, bahwa pada saat mendaftarkannya merek tersebut tidak 
pernah terdaftar dan dikenal, sehingga pada dasarnya pendaftaran tersebut 
dapat diterima.  Tergugat I juga mendaftarkan merek PIERRE CARDIN dengan 
selalu mencantumkan perbedaan merek milik Penggugat, dengan 
mencantumkan PT. Gudang Rejeki sebagai pembeda, sehingga menurut 
Majelis Hakim hal tersebut tidak mendompleng keterkenalan merek lain. Bahwa 
dengan demikian maka pendaftaran merek tersebut tidak memiliki maksud 
untuk mendompleng merek milik Penggugat, sehingga sesuai dengan Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga pendaftaran merek 
tersebut tidak dapat dikwalifikasi memiliki iktikad tidak baik, sekalipun terjadi 
perbedaan pendapat oleh salah satu Hakim Agung pada putusan ini.  
 Berdasarkan putusan tersebut, penulis berpendapat konsekuensi yuridis 
yang berpotensi terjadi adalah siapa saja dengan mudah dapat mendompleng 
keterkenalan merek luar negeri (merek asing) yang sangat jelas sama secara 
keseluruhan atau pokoknya dan berakibat menyesatkan konsumen Indonesia, 
meskipun pengetahuan akan merek asing (PIERRE CARDIN) yang dalam 
putusan Mahkamah Agung menyatakan keterkenalan merek tersebut belum 
dikenal pada saat pertama kali didaftarkan oleh Tergugat I. Penulis 
 
 
berpendapat Majelis Hakim yang kemudian ditempatkan dalam menangani 
kasus sengketa merek haruslah lebih banyak mengetahui merek-merek asing 
milik negara lain agar dapat memberikan pertimbangan yang objektif pada saat 
menangani kasus sengketa merek. Bukti bahwa keterkenalan merek milik 
Penggugat (Pierre Cardin) telah jelas dengan banyaknya negara yang menjadi 
pemakai produk tersebut, dan telah dibuktikan di depan Pengadilan.  
 Penulis menggunakan analogi hukum Putusan Merek PRADA S.A. 
Keterkenalan merek PRADA S.A yang juga didompleng keterkenalannya oleh 
pihak lain dan dijadikan sebagai merek dagang serta telah didaftarkan di 
Direktorat Merek. Hal tersebut dianggap sebagai iktikad tidak baik yang 
dilakukan oleh pihak lain karena membonceng keterkenalan merek PRADA S.A 
yang dalam hal ini Penulis menjadikannya sebagai analogi hukum sengketa 
merek PIERRE CARDIN pada pembahasan. 
 Pada Putusan Nomor 274PK/Pdt/2003 Mahkamah Agung terkait 
sengketa merek PRADA. Penggugat PRADA S.A dahulu dikenal dengan nama 
PREFEL S.A suatu perseroan menurut Undang-undangan Negara Luxemborg, 
Milano Italy menggugat Fahmi Babra dan Departemen Kehakiman Republik 
Indonesia c.q Direktorat Jenderal Hak Cipta,Paten, Dan Merek c.q Direktorat 
Merek.  
 Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II karena telah 
mendaftarkan merek dan logo Prada terdaftar No. 328996 dan No.329217 Yang 
termasuk dalam kelas 18 dan 25,kemudian menggunakan kata MILANO pada 
setia produk milik tergugat I yang mana kata itu berarti kata keterangan kota 
 
 
asal PRADA S.A berasal, sehingga Penggugat sangat keberatan terhadap 
pendafatarn tersebut, Penggugat menilai bahwa pendaftaran tersebut adalah 
untuk membonceng ketenaran dari merek dan logo terkenal Prada milik 
Penggugat. Bahwa berdasarkan keputusan tetap Mahkamah Agung Republik 
Indonesia No. 150K/Pdt/1984 menyebutkan : “terhadap pendaftaran/pemakai 
merek yang sama, baik bentuk huruf maupun tulisannya sama dengan milik 
orang lain dikwalifisir sebagai pendaftar yang beriktikad tidak baik”.  
 Bahwa mengenai kriteria-kriteria untuk menilai suatu merek terkenal, 
badan internasional yang mengurusi masalah Hak Kekayaan Intelektual yaitu 
World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, telah mengajukan, 
membicarakan dan menentukan pedoman penilaian untuk menentukan suatu 
merek yang sudah terkenal. Dalam laporan hasil pertemuan ketiga Committe of 
Expert on Well Known Mark dari WIPO di Jenewa pada bulan Oktober 1997, 
dirincikan kriteria-kriteria untuk menentukan suatu merek sebagai merek yang 
sudah terkenal, sebagai berikut:71 
 a. Pemakaian merek yang begitu lama 
 b. Penampilan merek yang mempunyai ciri khas mempunyai ciri  
    khas tersendiri yang melekat pada ingatan masyarakat banyak 
 c. Pendaftaran merek di beberapa negara 
 d. Reputasi merek yang bagus karena produk-produk atau jasa       
   yang dihasilkan mempunyai mutu yang prima dan nilai estetis   
   serta nilai komersial yang tinggi 
 e. Pemasaran dan peredaran produk dengan jangkauan yang luas     
  di hampir seluruh dunia.  
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 Penggugat yang telah melaporkan Tergugat I dan Tergugat II hingga ke 
tingkat PK dengan beberapa bukti-bukti baru antara lain, Bukti PK-01 data dari 
hasil investigasi/penyelidikan yang dilakukan di Bali. Penggunaan merek 
terkenal “PRADA” oleh termohon PK yang sama pada keseluruhannya dengan 
merek PRADA dan divariasi milik pemohon PK yang membuktikan adanya 
iktikad tidak baik (bad faith) dari termohon PK, dan telah dilegalisasi di depan 
Notaris, Bukti PK-17 contoh-contoh etiket merek “PRADA” dan variasinya yang 
beredar luas di berbagai negara di dunia, Bukti PK-19i Fotokopi surat kabar 
“The New York Times” edisi tahun 1985, yang mempromosikan merek 
“PRADA” kepada khalayak ramai pemakainya, khususnya di negara Amerika 
Serikat. Bukti PK-26a Surat Bukti tentang pernah diadakannya Distributor 
antara PT.Mahagaya Perdana dengan PRADA S.A, tentang penunjukan 
PT.Mahagaya Perdana sebagai distributor resmi (authorized) untuk 
mengedarkan/ menjual produk-produk untuk merek PRADA dan variasinya 
melalui butik-butik ekslusif di Plaza Senayan dan di Plaza Indonesia perjanjian 
mana telah dimulai pertama kali pada tanggal 24 November 1995, berikut 
terjemahannya dallam bahasa Indonesia, dan Bukti PK-34 Print out dari sistus 
web www.ustr.gov yang menunjukkan Indonesia masuk dalam priority Watch 
List 2002 Spesial 301 Report dalam hal perlindungan hak atas kekayaan 
intelektual.  
 Mahkamah Agung RI dalam berbagai putusannya tentang Merek 
Terkenal telah membatalkan merek yang didaftarkan atas iktikad tidak baik 
 
 
(Itikad buruk) walaupun merek tersebut telah terdaftar lebih dulu atas nama 
pemilik lokal, antara lain dalam: 72 
 a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 667K/Sip.1972 tertanggal 13 
 Desember 1972 tentang merek “TANCHO”, antara PT.Tancho 
 Indonesia Co.Ltd melawan Wong A Kiong (Ong Sutrisno), yang 
 intinya : ”Pemakai pertama harus ditafsirkan sebagai “Pemakai 
 Pertama di Indonesia yang jujur (beriktikad baik), karena sesuai 
 dengan asas hukum bahwa perlindungan hanya diberikan kepada 
 orang yang beriktikad baik”. 
 b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 370K/Sip/1983 tertanggal 19  Juli 
1984 tentang sengketa merek “DUNHILL” , antara Alfred  Dunhill 
Limited melawan Lilien Sutan, yang intinya: “Pemakaian  dan 
peniruan merek terkenal orang lain harus dikwalifikasi sebagai 
 pemakai yang beriktikad tidak baik, karena itu tidak patut diberi 
 perlindungan hukum”. 
 c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1596K/Pdtl 1983 tertanggal 19 
 Januari 1985 tentang sengketa merek “CROCODILE”, antara Li  seng 
Min Co..SDN.BHD melawan Ny.Rusia Fullia. 
 d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1269K/Pdtll 1984 tertanggal  15 
Januari 1986 tentang sengketa merek “HITACHI” antara Hitachi 
 limited melawan PT Maspion. 
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 e. Putusan Mahkamah Agung RI No. 220PK/Perd/1986 tertanggal  16 
Desember 1986 tentang sengketa merek “NIKE” , antara Nike 
 International Limited melawan Lucas Sasmito. 
 f. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1272K/Pdtl 1984 tertanggal 15 
 Januari 1986 tentang sengketa merek “SNOOPY” dan “WOOD-
 STOCK” , antara United Feature Syndicate Inc. Melawan George 
 Kalalo, yang intinya: “Secara hukum sesuai dengan moral perdagangan 
yang baik para pedagang wajib menjauhkan diri dari segala usaha untuk 
membonceng pada ketenaran merek dagang orang lain (nasional/asing), 
meskipun merek dagang tersebut belum terdaftar di Indonesia bahkan 
meskipun merek dagang tersebut (asing) belum masuk wilayah Republik 
Indonesia”.   
 Dalam yurisprudensi di atas telah diputuskan walaupun merek “PRADA 
& Logo” atas nama Termohon PK/Tergugat telah terdaftar lebih dulu, hal ini 
tidak secara otomatis membuktikan bahwa Termohon PK adalah pemohon 
pendaftaran merek yang beriktikad baik, karena justru sebenarnya dengan 
mendaftarkan merek “PRADA & Logo” yang telah terkenal milik Pemohon PK, 
Termohon PK terbukti sebagai pemohon pendaftaran merek yang beriktikad 
tidak baik (beriktikad buruk/tidak jujur).  
 Menurut pendapat ahli hukum Subekti dalam bukunya Hukum 
Pembuktian cetakan Kedelapan, Penerbit PT Pradnya Paramita Jakarta 
halaman 19 menyebutkan : “Suatu masalah yang sangat penting dalam Hukum 
Pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Pembagian beban 
 
 
pembuktian harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu 
pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti a priori 
menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat dianggap 
sebagai suatu soal hukum atau yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai 
tingkat kasasi di muka Pengadilan Kasasi, yaitu Mahkamah Agung; Melakukan 
pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu 
pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi 
Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim atau Pengadilan yang 
bersangkutan.  
 Kesimpulan sengketa merek PRADA S.A mengabulkan permohonan 
peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali : PRADA S.A dahulu 
dikenal dengan nama PREFEL S.A tersebut; Membatalkan Putusan Mahkamah 
Agung No. 2413K/Pdt/1999 tanggal 26 April 2001 dan Putusan Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat No.200/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst. tanggal 8 Januari 1999. 
Mengadili Kembali: 
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya 
 2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek dan logo terkenal 
 Prada di Indonesia 
 3. Menyatakan pendaftaran merek dan logo Prada terdaftar  No.328996 
dan 329217 atas nama Tergugat I mempunyai  persamaan pada pokoknya 
dengan merek dan logo terkenal Prada  milik Penggugat 
 4. Membatalkan pendaftaran merek dan logo Prada terdaftar No. 
 328996 dan 39217 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek 
 
 
 5. Memerintahkan Tergugat II untuk Tunduk dan taat pada putusan 
 Pengadilan dengan mencatat pembatalan merek dan logo Prada 
 terdaftar No.328996 dan No.329217 atas nama Tergugat I dari 
 Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi 
 Merek. 
 Salah satu sengketa merek PRADA memberikan kepastian hukum 
terhadap merek terkenal (merek asing) dari negara lain sehingga perlindungan 
hak atas kekayaan intelektual termasuk merek dagang terjaga, dan lebih 
mengembangkan hubungan dagang dengan luar negeri serta menjaga citra 
Indonesia pada tataran Internasional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
 Berdasarkan uraian  di atas yang penulis telah sampaikan pada bab-bab 
sebelumnya , maka pada bab penutup ini penulis akan menarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Putusan Nomor 557K/Pdt.Sus-HKI/2015 sejauh penulis tinjau telah sesuai 
dengan pelaksanaan penetapan isi UU Merek tahun 2001, ketentuan 
tersebut menetapkan tentang adanya daya pembeda pada merek dan 
logo PIERRE CARDIN yaitu kombinasi logo dan pemberian kata 
PT.Gudang Rejeki yang digunakan oleh tergugat sehingga permintaan 
penggugat ditolak oleh Majelis Hakim. Tetapi, putusan tersebut hanya 
menekankan pada daya pembeda semata ttanpa memperhatikan aspek 
iktikad tidak baik yang ingin digunakan tergugat untuk mendompleng 
keterkenalan nama desainer PIERRE CARDIN yang telah terdaftar di 
berbagai negara lain. Kriteria tentang merek terkenal diatur pula dalam 
pasal 16 Ayat (2) TRIPS Agreement dan telah diratifikasi. Indonesia 
sebagai negara penandatangan Konvensi Paris dan TRIPS sudah 
seharusnya melindungi merek terkenal serta haruslah mempertimbangkan 
pengetahuan dari sektor yang relevan dari masyarakat termasuk 
pengetahuan di negara anggota yang diperoleh sebagai hasil dari promosi 
 
 
merek yang bersangkutan yang mencakup wilayah transnasional, 
sehingga pada akhirnya tidak menimbulkan kebingungan oleh konsumen.  
2. Konsekuensi yuridis dari putusan tersebut adalah merek asing terkenal 
yang masuk di Indonesia haruslah mendapat perlakuan sesuai 
perundang-undangan yang berlaku  di Indonesia. Merek terkenal yang 
terdaftar di berbagai negara tetapi sebelumnya belum terdaftar di 
Indonesia menjadi tunduk dengan ketetapan yang telah ada pada UU 
Merek, akibatnya hal tersebut tidak memberikan jaminan jika pihak lain 
dapat mendaftarkan merek terkenal pihak lain (orang asing/merek 
terkenal) cukup hanya menambahkan daya pembeda kombinasi logo 
ataupun pemberian nama perusahaan seperti PT.Gudang Rejeki 
kemudian dikwalifikasi terdapat daya pembeda dan itu bisa di daftarkan di 
Indonesia. Seharusnya, aturan perundang-undangan di Indonesia bisa 
mengakomodir tanpa mengenyampingkan hasil ratifikasi TRIPS 
Agreement dan Konvensi Paris yang melihat persaingan usaha sehat 
secara global dan tidak menjadikan Indonesia rigid tanpa memperhatikan 
tafsiran lain pada penetapan keputusan pengadilan melalui majelis hakim.  
 
 
 
B. Saran 
 
 
Berdasarkan hasil penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan saran-saran 
sebagai berikut : 
1. Diharapkan agar Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q 
Direktorat Merek lebih aktif memilah pemohon merek asing yang ingin 
mendaftarkan merek nya pada Direktorat merek melalui pemeriksaan 
subtantif, mengutamakan gambar,nama ataupun logo yang bercirikan 
Nasionalis Indonesia dan peningkatan pengetahun akan merek-merek 
asing harus pula ditingkatkan agar menghindari Indonesia menjadi 
penjiplak atas karya merek dagang dan logo milik pihak lain baik skala 
nasional dan Internasional.  
2. Diharapkan Majelis Hakim, Stakeholder dan Pemerintah meningkatkan 
pengetahuan akan merek dan memperbaharui  informasi Kekayaan 
Intelektual agar dapat memutus objektif jika ada sengketa  Kekayaan 
Intelektual. Usaha tersebut sebagai upaya penegakan hukum yang lebih 
baik, terkhusus Hukum Kekayaan Intelektual serta mengarahkan daya 
kreatifitas masyarakat lebih maksimal melalui aturan Perundang-
undangan yang memberikan keleluasaan kepada pengusaha.  
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